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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian studi pustaka (bibliographic research) untuk
menjawab pertanyaan: Apa latar belakang munculnya ketentuan Garrawain sebagai
zawil furud dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung, dan Bagaimana ketentuan
tentang Garrawain diatur dalam keputusan MA, serta Bagaimana analisis hukum
Islam terhadap keputusan MA dalam masalah tersebut?

Data yang dihimpun melalui pembacaan, mempelajari sumber-sumber primer
dan sekunder, dan wawancara sebagai bahan pertimbangan. Selanjutnya dianalisis
dengan teknis deskriptif verikatif dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa latar belakang lahirnya ketentuan
Garrawain sebagai zawil furud dalam Surat Keputusan MA, untuk mewujudkan
kepastian hukum dan terciptanya keadilan, yaitu kesamaan saham bagian ayah dan
ibu tersebut dengan melihat sosiologis masyarakat arab dahulu dengan kondisi
masyarakat di Indonesia yang jauh berbeda, dan juga sesama manusia mempunyai
kebutuhan sama, apalagi sama-sama bekerja. Sehingga, bukan suatu yang
bertentangan dengan nas jika perempuan diberikan bagian sama atau lebih dari
setengah bagian laki-laki. Surat Keputusan Mahkamah Agung apabila ditinjau dari
hukum Islam menurut pendapat mayoritas ulama’ faradiyun ada 2 unsur, Pertama
Bagian ayah 1/3 tidak mempunyai landasan normatif, sedangkan bila ditinjau dengan
Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 1994, hanya sesuai dengan ketentuan Garrawain
yang ahli warisnya terdiri dari suami, ayah, dan ibu. Itu pun sebenarnya bukan 1/3
fard, melainkan ‘asabah yang besarnya setara dengan sepertiga, seandainya ibu
diberikan 1/3 sisa. Kedua Bagian ibu 1/3 sesuai dengan pemikiran lbnu Abbas
maupun Hazairin, waulaupun bersama dengan ayah dan suami atau istri. Namun
ketentuan ibu tersebut akan setara dengan bagian ayah. Pembagian seperti ini tidak

sesuai dengan kandungan nas yang dipergunakan oleh mayoritas ulama’(2:1).
Dengan demikian, jika dilihat dari segi hukum Islam menurut jumhur Ulama’ bahwa
ketentuan bagian ayah dan ibu tidak sesuai dengan aturan syara’. Seandainya ada
landasan normatif, maka akan terwujud keadilan yang berimbang antara bagian ayah
dan ibu (1:1). Namun hal ini menurut jumhur ulama’ tetap tidak diperbolehkan karena
menyalahi aturan syara’ (2:1).

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan, Pertama Untuk
menerapkan hukum Islam dengan baik dan benar, khususnya menyelesaikan setiap
perkara kewarisan tentunya bagi Mahkamah Agung, lembaga peradilan, dan
mayarakat tidak boleh melenceng dari ketentuan al-Qur’an dan al-Hadits, meskipun
dalam perkembangan zaman, Islam tetap dituntut dapat memberikan solusi terhadap
permasalahan yang aktual, sehingga kebijaksanaan dalam menentukan suatu hukum
dapat berjalan sesuai dengan masyarakat umum. Kedua Keadilan adalah suatu yang
abstrak dan sulit untuk diterapkan, namun mayarakat harus berusaha semaksimal
mungkin dalam menegakkan hukum, karena segala sesuatu yang diputuskan oleh
seseorang akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah SWT.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setigp orang muslim mempunya kewagjiban melaksanakan peraturan-
peraturan hukum Islam yang telah tertuang di dalam nas{ al-qur’an dan al-hadits.
Dengan demikian, selama peraturan tersebut tidak ditunjuk oleh peraturan nas{
lain yang menyebutkan tidak wajib untuk dilaksanakan, maka peraturan tersebut
wajib dilaksanakan.

Demikian pula mengenai hukum fara>id}, tidak ada satu pun ketentuan
(nas{) yang menyatakan bahwa ketentuan dalam pembagian waris itu tidak
wajib.! Sebagaimana firman Allah di dalam Q.S. An-Nisa>‘: 13 dan 14 Allah

SWT menetapkan:
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Artinya: ““(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah.
Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah
memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-

sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang
besar.dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan
melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke

! Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam, h. 3



dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang
menghinakan.” 2

Oleh karena itu, Hukum kewarisan Islam secara mendasar dianggap
merupakan ekspresi langsung dari teks-teks suci sebagaimana pula yang telah
disepakati keberadaannya. la merupakan manifest dari rangkaian teks dokumen
suci dan telah memperoleh prioritas yang tinggi dalam keterlibatannya sebagai
fenomena yang fundamental dalam gjaran Islam.

Suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa kelahiran hukum Islam ini
dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkret, dan redlitas,
bukan hanya sekedar untuk merespon problem hukum di zaman pemunculannya,
tetapi lebih jauh adalah demi mengisi kebutuhan hukum Islam sebagai kontruksi
garan. Sis ini juga dapat dibuktikan dengan cerminannya yang mampu
memberikan paparan ide dasar sistem kewarisan islam yang sesungguhnya tanpa
adanya perbagai interprentasi .®

Walaupun demikian, bagi kalangan tertentu, hukum waris dalam hal-ha
tertentu yang dianggap tidak prisipil bisa sgja ditafsirkan dan direkontruksi sesuai
dengan kondisi dan situasi yang memungkinkan untuk dipertimbangkan. Dalam
konteks yang lain, ada beberapa problem hukum waris islam yang menjadi
polemik ulama’ klasik karena nas{nya yang dianggap masih ambigu. Kenyataan
demikian, menyebabkan munculnya hukum waris versi sunni, syi’ah dan

golongan yang lain serta perbedaan-perbedaan lainnya antar kalangan mereka

% Depang RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 118
3 A. Sukris Sarmadi, Tansendensi Keadilan Hukum Kewarisan Islam Transformatif, h. 1



tentang berbagai hal mengena kewarisan. Meskipun begitu adanya, seorang
muslim tetap harus bisa menyikapinya dengan tegas terhadap keberadaan nas{-
nas{ tersebut.

Seperti halnya masalah waris tentang seorang yang meningga dunia dan
meninggalkan ahli waris suami atau istri, ayah dan ibu, yang selanjutnya bisa
disebut dengan istilah Garra>wain. Berdasarkan petunjuk Al-Qur’an Surat An-
Nisa>’: 11:

.%"J wé f}//"/’..)’: . 8T }ﬂ }/’d 7
...... w‘%)}&ﬂﬁ‘;A\JJjj H\lj)‘\lﬁﬁjup

Artinya: “.....jika ia tidak meninggalkan anak dan ia diwarisi oleh orang tuanya,
maka untuk ibu sepertiga......”

Maksud ayat di atas adalah bahwa ibu mendapat bagian 1/3, bila pewaris
tidak meninggalkan anak atau cucu baik laki-laki atau perempuan. Sedangkan
ayah mendapat bagian ‘as}abah berdasarkan petunjuk Nabi. Cara seperti ini
adalah petunjuk a-qur’an dan sunnah dan tidak ada masalah dalam
penyel esaiannya.

Namun apabila dilihat dari segi bagian ayah sebaga seorang laki-laki lebih
kecil dari pada bagian ibu sebagai seorang perempuan. Disinilah masalah timbul.
Mengatasi masalah ini, Umar memahami bagian ibu yang 1/3 itu bukan 1/3 dari
keseluruhan harta, tetapi 1/3 dari sisa harta. Dalam hal ini setelah dikurangai oleh
bagian suami % atau bagian istri ¥, maka ibu mendapat bagian 1/3 dari sisa
(dalam ketentuan umum 1/3 dari keseluruha warisan), dan bapak mendapat bagian

2/3 dari sisa (dalam ketentuan umum mendapat 2/3 dari seluruh harta }warisan



atau (as{abah).” Hasil ini tampaknya sesuai dengan kaidah yang selama ini
berlaku 2:1. Selanjutnya metode ini digunakan Umar dalam memutuskan kasus
ini yang kemudian diikuti oleh para sahabat.

Ibnu Abbas merupakan salah seorang sahabat yang tidak menyetujui
keputusan Umar tersebut. Menurutnya ibu dalam kasus ini tetap menerima 1/3
dari keseluruhan harta sesuai dengan z\ahir ayat Q. S. an-Nisa>*: 11.

Sedangkan hak ayah sesuai dengan hadits Nabi:

G s ol e @ o 03 6 108 Wi W dn o) o )
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Artinyac  Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata; rasulullah SAW. Bersabda:
serahkanlah warisan-warisan itu kepada ahlinya, adapun sisanya,
bagi ahli waris laki-laki yang terdekat™. (Muttafaq ‘alaih).’

Hadis diatas nampak jelas, memerintahkan agar memberikan harta pusaka
kepada orang yang lebih berhak, terutama tentang adanya ahli waris ‘as}abah{.
Yaitu dalam ha ini adaah ayah. Sehingga tindakan yang dilakukan di luar
ketentuan tersebut menyalahi petunjuk Allah dan Rasulullah SAW.

Dengan argumentasi yang diungkapkan oleh sahabat Umar dan disatu sis

oleh sahabat Ibnu Abbas, maka ternyata pendapat Umar lebih relevan dari pada

pendapat Ibnu Abbas. Karena analogi Umar tersebut juga tepat sekali dengan

4 Muslich Marzuki, Pokok-Pokok Ilmu WariS, h. 38
> M. Syarif Sukandy, Terjemah Bulughul Maram, h. 348



kaidah mawaris yang mengatakan: laki-laki itu mendapat dua kali lipat bagian
perempuan.®

Deskripsi tersebut di atas berbeda dengan kasus penyelesaian waris yang
ada dalam Surat Keputusan MA buku Il (Pedoman Teknis Administrasi dan
Teknis Peradilan Agama no. KMA/032/SK/IV/2006. terhadap ketentuan
Garra>wain, antaralain sebagai berikut:

1. Ahli waristerdiri dari duda, ayah dan ibu. Duda memperoleh %2, ayah 1/3, dan
ibu 1/3, karena bagian waris lebih dari nilai 1 (satu), maka dilakukan aul

2. Ahli waris terdiri dari janda, ayah, dan ibu. Janda memperoleh Ys,ayah 1/3,
dan ibu 1/3, sisanyadi radd kepada ayah dan ibu berbagi sama.

Dengan demikian, teknis pembagian waris dalam kasus itu dengan sistem
sendiri, tidak menganut sistem pembagian seperti yang dilakukan oleh Umar
ataupun Ibnu Abbas. Di sini tampaknya secara tegas menjadikan ayah dan ibu
sebagai ahli waris 2awi>| furu>d}.

Keputusan MA tersebut mengenai pembagian waris dalam kasus
Garra>wain secara 2awi>| furu>d} di atas bersinggungan dengan hadist nabi
terutama tentang bagian ayah sebagai ahli waris ‘as}abah, yang dalam masalah
tersebut ayah mendapat 1/3 bagian. Bagitu pula dengan bagian ibu yang
mendapatkan 1/3 dari keseluruhan harta, yang sesuai dengan bentuk pemikiran
Ibnu Abbas. Padahal 1/3 sisa harta kepada ibu itu tidak bertentangan dengan ayat

al-Qur’an tersebut di atas, juga sebagai aplikasi kaidah 2:1.

6 Fatchur Rahman, 11mu Waris, Bandung, h. 240



Teknis seperti itu yang diputuskan oleh MA dalam pembagian waris tentang
Garra>wain sebaga Zawi>| furu>d}, meskipun sudah jelas adanya tentang
penerapan masal ah tersebut dalam al-Qur’an dan hadits yang dijelaskan oleh para
sahabat. Berkaitan dengan masalah di atas penulis termotifasi untuk menganalisis
secara mendalam terhadap ketentuan Garra>wain sebaga Zawi>| Furu>d

dalam Surat Keputusan MA no. KMA/032/SK/1V/2006.

B. Rumusan Masalah
Dengan latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, maka rumusan
masalahnya adalah :
1. Apa latar belakang munculnya ketentuan Garra>wain sebagai Zawi>|
furu>d} dalam Surat Keputusan MA?
2. Bagaimana ketentuan tentang Garra>wain di atur dalam Surat Keputusan
MA?
3. Bagaimana andisis hukum Islam terhadap keputusan MA dalam masalah

tersebut?

C. Kajian Pustaka
Kagian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya adalah untuk

mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang



sgienis yang mungkin dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan
tidak ada pengulangan materi penelitian. Mengenai masalah waris sudah banyak
yang membahasnya, namun dalam penelitian waris tentang ketentuan
Garra>wain sebagai Zawi>| furu>d} belum ada yang mengkaji, akan tetapi
dengan sudut pandang yang berbeda, yaitu:

Penelitian saudara Zainudin Lubis dengan judul “Pasal 177 Kompilasi
Hukum Islam tentang ketentuan bagian waris ayah dalam perspektif fuqaha’
Sunni” yang menjelaskan bahwa terbentuknya pasal tersebut berkaitan dengan
pembinaan teknis yustisial Peradilan Agama oleh MA adanya simpangsiuran soal
hukum islam yang ditetapkan di lingkungan Peradilan Agama. Di sebabkan oleh
perbedaan pendapat ulama’, sehingga bisa menjadi pedoman hakim dalam
menyelesaikan perkara waris serta unifikasi hukum bagian ayah. Ketentuan
bagian ayah dalam pasal 177 KHI tersebut, mengikuti pemikiran Sguti Thalib
dan Hazairin. Pembahasan bagian ayah ini difokuskan pada bagian ayah dengan
beberapa ahli waris dilihat dari sudut pandang KHI dan Fugaha’ Sunni.

Dari kagjian ini jelas bahwa pembahasan dari penelitian yang akan dilakukan
tidak sama dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini fokus pada bagian suami
atau istri dengan ayah dan ibu, yang biasa disebut dengan Garra>wain .

. Tujuan Pendlitian
Sesual dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai

dalam penulisan skripsi ini adalah :



1. Untuk mengetahui latar belakang ketentuan Garra>wain sebagai z\awi>|
furu>d} munculnya dalam Surat Keputusan MA no. KMA/032/SK/1V/2006.

2. Untuk mengetahui ketentuan Garra>wain sebagai 2awi>| furu>d{ yang di
atur dalam Surat Keputusan MA.

3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap ketentuan Garra>wain
sebaga 2awi>l  furu>df dadam Surat Keputusasn MA  no.

KMA/032/SK/I1V/2006.

D. Kegunaan Hasil Pendlitian
Sesual dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka kegunaan hasil
penelitian ini adalah sebagal berikut:
1. Kegunaan Teoritis

Menambah pengembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan bahan
pertimbagan bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang berhubungan dengan
ketentuan Garra>wain sebagai 2awi>| furu>d} sehingga dapat memberikan
penjelasan disiplin ilmu kewarisan.

Memberikan sumbangan pemikiran dan memperluas wawasan yang
berarti bagi khazanah hukum Islam, terutama menyangkut tentang pembagian
waris Garra>wain.

2. Kegunaan Praktis
Penelitian ini  diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

perkembangan hukum Islam di Indonesia, dan juga dapat menjadi acuan



hukum bagi umat islam secara keseluruhan, terutama bagi para tokoh agama
dan praktis hukum Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus waris

Garra>wain.

F. Definisi Operasional
Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan agar tidak terjadi salah
paham dalam memahami judul skripsi ini maka perlu dijelaskan beberapa istilah
berikut:

Andlisis . Penyelidikan suatu peristiwva untuk mengetahui secara
mendalam terhadap obyek penelitian.’

Hukum Islam : Proses dan sistematika penelitian ini berdasarkan ketentuan
hukum Islam yaitu: a-qur’an, hadits, dan kitab-kitab fikih
waris bak fikih kontemporer maupun fikih klasik terhadap
pendekatan masalah kewarisan khususnya tentang kewarisan

garra>wain sebaga 2awi<| furu>d{.

Surat
Keputusan MA : Suatu yang sudah diputus atau telah disetujui dan ditetapkan
(sesudah dipertimbangkan, diperkirakan dan sebagainya),

sesuatu yang sudah disetujui dan ditetapkan oleh rapat

"W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, h. 939
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majelis.®Dalam hal ini ketentuan Garra>wain sebagai Z\awi>|
furu>d} termuat dalam sub bab Surat Keputusan Makamah
Agung No. KMA/032/SK/1V/2006.°
Garra>wain  : Masaah yang ahli warisnya terdiri dari: suami atau istri
bersama dengan ayah dan ibu. Disini ketentuan bagian mereka
mendapat bagian pasti (Aawi> furu>d{)™
ZAWN W jawi>] Furu>d} : Ahli waris dalam kasus
Garra>wain ini mendapat bagian secara pasti dan tidak ada
yang mendapatkan ‘as}abah atau 2awi>| arha>m. Adapun
bagian mereka yang ditentukan oleh MA adalah ayah dan ibu

sama-sama mendapat bagian 1/3.

G. Metode Pendlitian
Metode penelitian ini adalah cara atau strategi secara menyeluruh untuk
menemukan atau memeperoleh data yang diperlukan.*terutama data yang
berkaitan dengan masalah Garra>wain. Masalah tersebut menggunakan studi
penelitian pustaka (bibliographic research) yaitu menjadikan bahan pustaka

sebagal bahan utama. Dalam proses penelitian ini dibutuhkan tahapan-tahapan

8 .
Ibid. h. 784
° Mahkamah Agung, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, h. 176
19 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, h. 108
! |rawan Suhartono, Metode Penelitian Sosial, h. 9
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yang integral, sehingga permasalahannya dirumuskan secara tepat dan akurat.
Tahapan-tahapan yang dimaksud adal ah:
1. Datayang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data yang
telah diperoleh dalam penelitian dengan cara mempelgari keputusan MA
dalam buku II .

Data yang dikumpulkan meliputi: Data tentang Latar belakang
lahirnya ketentuan Garra>wain sebagai 2\awi>| furu>d{ dan data tentang
dasar hukum vyang termuat dalam Surat Keputusasn MA  No.
KMA/032/SK/1V/2006.

2. Sumber Data

Sementara data yang diambil dalam penelitian ini terdiri atas sumber
data primer dan sumber data sekunder, yaitu :

a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh penulis dari
sumber pertama dalam penelitian,'® berupa surat keputusan MA dalam
Buku 11, wawancara dengan para pihak yang mengetahui atau yang terkait
dengan ini, penjelasan para praktis hukum, dalam hal ini yaitu
Musyaffa’, Zamroni, Rasadi dan Moh. Syafi’adalah Hakim Pengadilan
Agama Jombang, dan Ichsan Yusuf yaitu Hakim Tinggi Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya, al-qur’an, hadits, dan kitab- kitab mawaris yaitu:

Ilmu Waris oleh Fatchur Rahman, Hukum Kewarisan Issam oleh Amir

12 Amiruddin, dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, h. 30
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Syarifuddin, I’la>m al-Muwagqqgi’i>n ‘an rabb al-‘A>lami>n oleh Ibn

Qayyim Al-Juziyyah.

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan
pustaka yang relevan (terkait) dengan pembahasan atau kasus ini®®,
diantaranya:

1) Pokok-Pokok Ilmu Waris oleh Mulich Marzuki.

2) Hukum Waris Indonesia oleh Eman Suparman.

3) Hukum Waris Islam oleh Suharawardi K. Lubis dan Komis
Simanjuntak.

4) Al- Fara’id oleh A. Hasan.

5) Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif oleh A.
Sukris Sarmadi.

6) Ahli Waris Sepertalian Darah: Kagian Perbandingan Terhadap
Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab oleh Al-yasa Abu
Bakar.

7) Fara’idl Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah Masalahnya oleh
Moh. Anwar.

8) Hukum Waris oleh Addys Aldizar dan Fathurrahman.

9) Ha>syiyatani oleh Qalyuby dan Umayrah.

10) AL-Mi>ra>s\ “Ala Al- Maz\a>hib Al-Arba’ah oleh Husain Yusuf

Ghazal.

3 |bid. h. 30
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3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi yaitu: Pengambilan data secara tertulis maupun salinan surat
keputusan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder.'* Adapun bahan tersebut bersumber dari pencatatan, pengutipan
secara langsung yang ada kaitannya dengan tema pembahasan, dan
menelaah dengan cermat terhadap surat keputusan tersebut.

b. Interview (wawancara) : yaitu suatu peran antar pribadi yang saling
bertatap muka (face to face), yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-
pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh informasi,”® dalam
penelitian ini akan mewawancarai orang-orang yang berkepentingan
antaralain, dengan orang yang mengetahui atau dengan orang yang terkait
dalam keputusan ini, dengan menggunakan dialog Tanya jawab sebagai

bahan telaah dan pertimbangan dalam penelitian ini.

4. TeknisAnalisis Data
Karena penelitian ini termasuk kualitatif, yaitu penelitian ini
berdasarkan mutu yang kongkrit.!® Maka andisis datanya juga analisis

kualitatif, dan metode yang digunakan untuk menganalisis data penelitian

“1bid. h. 68
% bid. h. 82
16 \W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Kecil Bahasa Indonesia, h.273
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adalah deskriptif verikatif maksudnya data yang terkumpul dari hasil
penelitian disusun, digambarkan, dan dijelaskan sehingga dapat menentukan
kebenaran terhadap penelitian tersebut.'’ Dan kemudian pola pemikiran
andisis ini menggunakan pola pikir induktif, yaitu dengan mengemukakan
kenyataan terhadap keputusan MA mengenai penyelesaian waris Garra>wain
sebagal 2awi>| furu>d{. Selanjutnya, mengemukakan konsep penyelesaian
masalah tersebut secara umum yang diberlakukan oleh kalangan jumhur

ulama’ dengan dalil-dalil dan teori-teori yang mereka gunakan.*®

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis memberikan gambaran yang santun dan
terintergras dalam pembahasan permasalahan yang akan dibahas, maka
pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan dalam skrips ini akan
disistemisasi sebagai berikut.

Bab ke satu, berisi pendahuluan, dalam bab ini dijabarkan mengenai latar
belakang masalah dan rumusan masalah, kaian pustaka, tujuan penelitian,
kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika
pembahasan. Pentingnya hal tersebut saya tempatkan pada bab kesatu adalah agar
pembaca mengetahui dan memahami permasalahan yang akan dibahas sehingga

lebih mempermudah pembaca untuk memahami skripsi ini.

¥ Amiruddin, dan Zaina Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, h. 25
8 |bid. h. 16
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Bab ke dua, dibahas mengenai Pengertian 2awi>| furu>d}, bagian-bagian
2awi>| furu>d{ dan syarat kewarisannya, dan pengertian atau dasar hukum
Garra>wain, pandangan ulama’ terhadap Garra>wain, sistematika penyelesaian
masalah Garra>wain.

Bab ke tiga, bab ini merupakan urusan tentang laporan hasil penelitian,
yaitu: latar belakang lahirnya ketentuan Garra>wain sebagai 2awi>| furu>d{
dalam surat keputusan MA, serta data yang diperoleh dari penelitian terhadap
surat Keputusan MA Nomor KMA/032/SK/IV/2006. Tentang penyelesaian harta
waris tersebut, dan teknis ketentuan Garra>wain serta dasar hukum yang
digunakan MA.

Bab ke empat, analisis hukum Islam terhadap ketentuan Garra>wain
sebagal 2\awi>| furu>d{ dalam suarat keputusan MA No. KMA/032/SK/1V/2006.

Bab ke lima, merupakan penutup dari keseluruan pembahasan skripsi ini
yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah serta diakhiri

dengan saran-saran.



BAB ||
Z\|AWI><L FURU><D{ DAN GARRA<WAIN DALAM HUKUM

ISLAM

A. Z|AWI<>L FURU>D{ DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM
1. Pengertian ZJawi<L Furu>d{

Z|\awi>| furu>d} adalah gabungan dua kata, yaitu 2awi>|, adakanya
dissbut dengan Zu>l atau Z2awu. Secara bahasa berarti mempunyai.’
Sedangkan furud jamak dari kata a-fard} menurut bahasa mempunyal
beberapa pnegertian, diantaranya adalah al-gat{’ “ketetapan yang pasti”, at-
taqdi>r “ketentuan”, al-baya>n “penjelasan”.> Dengan demikian, Z2awi>|
furu>d{ secara itilah adalah ahli waris yang mempunyai bagian tertentu
sesuai dengan yang ditentukan syara’(al-Qur’an dan hadits).® Di dalam buku
fikih masih ditemukan beberapa varias dari istilah ini, yaitu astha>bul
furu>d}, astha>b fara>’id}, dan Zawi>| furu>d}, yang kesemuanya
mempunyai arti orang-orang yang mempunyai bagian pasti. Istilah 2awi>|
furu>d{ lebih sering digunakan di dalam buku-buku fikih. Oleh karena itu

lebih diutamakan di dalam tulisan ini.

! Sgjuti Thalib, Hukum Kewarisan Isam di Indonesia, h. 72
2 Addys aldizar dan Fathurrahman, Hukum Waris, h. 106
® Muslich Msrzuki, Pokok-Pokok I1mu Waris, h. 29

16
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Hukum Islam menetapkan bahwa bagian-bagian ahli waris tersebut atau

yang disebut dengan furu>d}ul mugaddarah itu ada 6, yaitu:

Seperdua (V2)
Seperempat (V/2)
Seperdelapan (1/8)
Duapertiga (2/3)
Sepertiga (1/3)
Seperenem (1/6)

Di samping furu>d}ul mugaddarah di atas, terdapat juga satu macam

bagian ahli waris hasil ijtthad jumhur Ulama’, yaitu 1/3 sisa harta

peninggalan.*

Adapun rincian masing-masing ahli waris 2\awi>| furu>d} ini dalam al-

Qur’an terdapat dalam surat an-Nisa>‘ ayat 11, 12, dan 176, jumlah mereka

berdasarkan al-Qur’an terdiri 12 orang,yaitu:

a

Dalam garis ke bawah:

a) Anak perempuan

b) Anak perempuan dari anak laki-laki
Daam garis ke atas.

a) Ayah

b) Ibu

4 Fathur Rahman, [lmu Waris, h. 128
®> Eman Suparman, Hukum Waris Islam Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, h.

17-18



18

c) Kakek dari garisayah

d) Nenek dari garis ayah maupun dari garisibu
c. Daam garis ke samping:

a) Saudari perempuan kandung

b) Saudari perempuan seibu

c) Saudari perempuan seayah

d) Saudaralaiki-laki seibu
d. Suami
e |Istri

Mereka disebut dengan 2awi>| furu>d} karena merupakan kelompok
orang yang menerima bagian tertentu. Dari jumlah 12 orang tersebut, dua
diantaranya termasuk ahli waris yang disebabkan adanya ikatan perkawinan
dengan pewaris, yaitu janda atau duda. Mereka disebut juga dengan
astha>bul furu>d} saba>biyah. Sedangkan sisanya termasuk golongan ahli
waris yang disebabkan adanya hubungan kerabat dan nasab. Mereka disebut
juga dengan astha>bul furu>d} nasabiyah.’

Para ahli waris 2awi>| furu>d} di atas harus didahulukan dalam
menerima bagian harta peninggalan dari pada ahli waris golongan ‘as}abah}
dan Zawi>| arha>m, kalau diantara mereka ada. Hal ini karena harta
peninggalan itu akan habis dibagikan kepada Zawi>| furu>d} dengan

bagiannya masing-masing, walaupun terkadang masih ada sisanya. Apabila

® Otje Salman, Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, h. 52
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ada sisanya, sisa harta inilah yang kemudian dibagikan kepada ahli waris dari
golongan ‘as}tabah.’

Dari penjelasan di atas terhadap ketentuan Zawi>| furu>d}, bahwa
semua pihak dalam gjaran kewarisan Islam mengenal dan mengakui adanya
golongan ahli waris 2awi>| furu>d}, bak dari garan Syafi’i, garan
kewarisan bilateral Hazairin, maupun dari ajaran kewarisan Syi’ah.®
. Bagian-Bagian Z|awi>| Furu>d{ dan Syarat-Syarat Kewarisannya

Di antara ahli waris yang ditentukan bagiannya di dalam a-Qur’an
hanya ahli waris 2awi>1 furu>d{, sehingga bagian mereka selamanya tetap
tertentu dan tidak berubah-ubah. Berbeda halnya dengan para ahli waris lain
yang bukan Zawi>1 furu>d{, seperti ahli waris ‘as{abah dan 2.awi>| arha>m.
Bagian mereka yang disebut terkahir, merupakan sisa setelah dikeluarkan hak
para ahli waris 2awi>| furu>d{. Adapun bagian tetap para ahli waris z\awi>|
furu>d{ secararinci dapat dilihat lebih lanjut dalam uraian di bawah ini.°
a. Ahli warisyang mendapatkan bagian setengah (1/2).

Para ahli waris yang mendapatkan bagian ¥z ada lima orang, yaitu:
1) Seorang anak perempuan, dengan syarat:
a) Tidak bersama dengan anak laki-laki yang menjadi mu’as}s}ib-

nya

" Hasanain, Al-Mawarits fis-Syari’atil Islamiyyah, h. 45

8 Sqjuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, h. 73

® Eman Suparman, Hukum Waris Islam Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, h.
20
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b) Tidak lebih dari seorang perempuan.

Ketentuan ini bedasarkan firman Allah SWT. Q. S. An-Nisa>*:

11:
L CandT Gl 30 E36 ol
Artinya” ....Jika anak permpuan itu seorang diri saja, maka ia

memperoleh separuh harta.....”.*°
2) Cucu perempuan dari anak laki-laki, dengan syarat:
a) Tidak bersama saudara laki-laki yang berhak ‘as{abah (cucu laki-
laki dari anak laki-laki).
b) lahanyaseorang diri, sebagai cucu tunggal.
c) Tidak adaanak laki-laki atau perempuan.
Dalil yang mendasari bahwa cucu perempuan dari anak laki-laki
memperoleh bagian Y2 adalah kedudukannya dapat disamakan dengan
anak perempuan, sedangkan anak perempuan dapat bagian Y%, jika

tidak ada anak laki-laki. Berdasarkan firman Allah Q. S. Al-Nisa>:11:

..... wwb@;.\u v—‘=‘“ RYIPA Y
Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka

untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki
sama dengan bagahian dua orang anak perempuan.....

yaitu kata “ eSJY ji” mengandung makna anak dan cucu laki-

laki dari anak laki-laki. Hal ini telah menjadi ijma’ para ulama’.'*

10 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 116
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3) Saudara perempuan sekandung, dengan syarat:
a) latidak mempunyai saudara kandung laki-laki.
b) laseorangdiri.
c) Pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek, dan keturunan (baik
laki-laki atau perempuan).

Berdasarkan firman Allah, Q. S. An-Nisa>‘:176:

P

....... 35 G a5l 25 4 e A 15T o).

Artinya” .....Jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai
anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi
saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang
ditinggalkan....” *

4) Saudara perempuan seayah, dengan Syarat:

a) latidak mempunya saudaralaki-laki mu’as}s}ib-nya.

b) laseorang diri.

c) Pewaristidak mempunyai saudara kandung perempuan.

Dalil ketentuan suadara perempuan ini sama dengan bagian
saudara perempuan kandung berdasarkan firman Allah Q.S. An-
Nisa>“:176.

5) Suami, dengan syarat tidak ada anak atau cucu dari istrinya yang

meninggal, balk dari hasil perkawinan dengannya atau dengan laki-

laki lain. Hal berdasarkan firman Allah Q.S. An-Nisa>‘:12:

" Dian Khairul Umam, Figih Mawaris, h. 70
12 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 153
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..... 83 56 o 3 o) e 5l 35 Ll 155 0

Artinya““Dan bagimu (suami-istri) seperdua dari harta yang

ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai
anak....”.ls

b. Ahli warisyang mendapatkan bagian seperempat (1/4).
Ahli waris yang mempunyai hak menerima bagian ¥ terdiri dari 2,
yaitu:

1) Suami, apabilaistri yang meninggal dunia mempunyai anak atau cucu,
baik dari hasil perkawinan dengannya atau dengan suami lain.
Berdasarkan firman Allah Q.S. An-Nisa>*:12:

...... G s BT el Wy 2 T B o

Artinya®“...Jika istri-istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapat
seperempat bagian dari harta yang ditinggalkan...”.**

2) lstri, dengan syarat suaminya tidak mempunyai anak atau cucu, baik
dari istrinya atau dari istri lain. Berdasarkan firman Allah Q.S. An-
Nisa>:12:

..... 0520 i W o) ABF L &7 285

Artinya“...Bagi istri mendapat seperempat dari harta yang

ditinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak....”.*®
Patut diperhatikan bahwa bagian istri, baik seorang atau lebih tetap

merupakan satu kesatuan. Mengingat firman Allah di atas menggunakan

¥lpid. h. 117
% 1pid. h. 117
5 1bid. h. 117
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bentuk jamak. Karena itu, seandanyai masing-masing istri diberi Y4,
sedangkan suami  mempunyai empat istri, tentu mereka akan
menghabiskan semua harta peninggalan. Dengan demikian, bertambahnya
jumlah istri tidak akan mempengaruhi bagian istri, yaitu %4

c. Ahli warisyang mendapatkan bagian seper delapan (1/8).

Bagian 1/8 hanya diberikan oleh seorang ahli waris, yaitu seorang
atau beberapa orang istri, dengan syarat apabila suaminya mempunyal
anak atau cucu, baik baik diperoleh dari perkawinan dengannya atau istri
lain. Berdasarkan firman Allah Q.S. An-Nisa>*:12:

..... ("):_2:;3 L;.p :,.iéﬂ;.élg i]) ;,;J/ Z)lé QL;

Artinya®“...Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh
seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan...”.*

d. Ahli warisyang mendapatkan bagian duapertiga (2/3).
Ahli waris yang berhak menerima bagian 2/3 terdiri atas 4 orang,
yaitu:
1) Duaanak perempuan atau lebih, dengan syarat mereka tidak memiliki
saudara laki-laki sebagai muas}stib-nya, yaitu anak laki-laki.

Berdasarkan firman Allah Q.S. An-Nisa>“:11:

9//',"|"

W T i e n AT Ty B8 A
BRE VR GOt IR L ST L...ofgls

Artinya“ ....Dan jika anak itu semuanya lebih dari dua, maka bagi
mereka du pertiga dari harta yan ditingalkan....”.*®

16 M. Ali Ashshobuni, hukum Kewarisan Menurut al-Qur’an dan Sunnah, h. 66-67
7 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 117
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Yang dimaksud dengan “opisil (34 “ayat di atas adalah bukanlah

anak perempuan lebih dari dua tetapi dua anak perempuan atau lebih.
Hal ini telah menjadi ijma’ ulama’.
2) Dua orang atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki, dengan
Syarat:
a) Pewaris tidak meninggalkan anak kandung, baik laki-laki atau
perempuan.
b) Pewaristidak mempunyai dua orang anak kandung perempuan.
c) Merekatidak mempunyal saudaralaki-laki sebagai muas} s}ib-nya
3) Duaorang atau lebih saudari kandung perempuan, dengan syarat:
a) Tidak adaanak (laki-laki atau perempuan), ayah, atau kakek.
b) Tidak ada saudaralaki-laki kandung sebagai muas}s}ib-nya.
c) Tidak ada anak perempuan, cucu perempuan dai anak laki-laki,
baik satu orang atau lebih. Dalilnya adalah berdasarkan firman

Allah Q.S. An-Nisa>:176:

Erd
-

E/ // { -~ - ?I P - f
..... 5 e oLl Ll opsdl LK 0.

Artinya“....jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi
kedunya duapertiga dari harta yang ditinggalkan oleh
orang yang meninggal ...”.*°

4) Duaorang atau lebih saudari perempuan seayah, dengan syarat:

BIhid. h. 116
¥1pid. h. 153
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Tidak ada anak laki-laki, ayah, atau kakek.
Tidak ada saudaralaki-laki seayah sebagai muas}stibnya.
Tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-
laki.
Tidak ada saudara sekandung (baik perempuan atau laki-laki).
Dalil ketentuan dua orang atau lebih saudari perempuan seayah

sama dengan bagian dua orang atau lebih saudara perempuan

kandung berdasarkan firman Allah Q.S. An-Nisa>‘:176. tetapi

ditambah satu syarat, yaitu tidak adanya saudara sekandung (baik laki-

laki atau perempuan). Mencakup saudari kandung perempuan dan

saudari perempuan seayah. Sedangakan saudari perempuan seibu tidak

termasuk.?°

e. Ahli warisyang mendapatkan bagian sepertiga (1/3).

Ahli waris yang berhak menerima bagian 1/3 terdiri atas 2 orang,

yaitu:

1) Ibu, dengan syarat:

a)
b)

Pewaris tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki.

Pewaris tidak mempunyai dua orang atau lebih laki-laki atau
perempuan, bak sekandung, seayah, atau seibu yang dapat
mewarisi sehingga menjadikannya terhijab. Hal ini berdasarkan

firman Allah Q.S. An-Nisa>‘:11:

20 M. Ali Ashshobuni, hukum Kewarisan Menurut al-Qur’an dan Sunnah, h. 71
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BT G 8153 52555 20504 (G AT 0
Artinya™...dan jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak
dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya(saja), maka ibunya

mendapat sepertiga..”.*

2) Duaorang saudara seibu atau lebih, dengan syarat:
a) Pewaris tidak mempunyai anak baik laki-laki atau perempuan,
ayah, atau kakek.

b) Jumlah mereka dua orang atau lebih baik laki-laki, perempuan

Semua, atau campuran.

Hal ini berdasarkan firman Allah Q.S. An-Nisa>*:12:

- . z P ° - 7 G} A2 -~ s Row

Artinya®“...Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan
yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak,
tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau
seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-
masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi
jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka
mereka bersekutu dalam yang sepertigaitu....” %

Yand dimaksud dengan kalimat “ < jf 'CT a9 ” dalam ayat di

atas adalah saudara seibu. Karena Allah telah menjelaskan hukum
bagian saudara laki-laki dan saudari perempuan sekandung serta

seayah pada akhir surat an-Nisa>‘. Selain itu, ada ayat lain yang perlu

! Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 117
2 bid. h. 117
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diperhatikan dalam ayat sdanjutnya, vyaitu firman Allah

Celdl gLl e ~4* 7, yakni bersekutu menunjukkan mereka harus

membagi sama di antara saudara laki-laki dan perempuan seibu tanpa
membedakan bahwa laki-laki harus memperoleh bagian lebih besar

dari pada perempuan.?

f. Ahli warisyang mendapatkan bagian seperenam (1/6).

Ahli waris yang berhak menerima bagian 1/6 terdiri dari 7 orang,

yaitu:

1) Ayah, jika pewaris mempunyai anak, bak laki-laki maupun

2)

perempuan, cucu dari anak laki-laki, dan seterusnya, yang mana
kedudukannya sama dengan anak. Berdasarkan firman Allah, (Q.S.

An-Nisa>“:11:

Artinya™...Untuk dua ibu-bapak, bagi mereka masing-masingnya
seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal
itu mempunyai anak...”.?*

Kakek s}ahi>h, jika pewaris mempunyai anak atau cucu dari anak

laki-laki, dan tidak mempunyai ayah.

Kakek dapat menggantikan kedudukan ayah apabila tidak ada
ayah, kecuali dalam tiga masal ah berikut:

%M. Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Isam, h. 54
# Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 117
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a) Beberapa saudara laki-laki kandung atau seayah tidak mewarisi
bersama ayah, tetapi bersama kakek.

Pendapat ini dikemukakan oleh tiga mazhab, yaitu Syafi’i,
hambali, dan maliki. Adapun imam hanafi, bahwa saudara
sekandung tidak mewarisi bersama ayah, karena kedudukan ayah
lebih sebagai ‘as{abah |ebih utama dari pada kedudukan saudara.

b) Dalam masaah garra>wain baik ahli warisnya suami, ayah dan
ibu atau istri, ayah dan ibu. Ibu disini mendapatkan bagian 1/3
keseluruhan harta, bukan 1/3 sisa. Ketika kedudukan ayah
digantikan olehnya (kakek).

3) Ibu, dengan syarat:

a) Pewaris mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki.

b) Pewaris mempunya dua orang saudara atau lebih, baik laki-laki
maupun perempuan, baik sekandung, seayah, atau seibu. Dalilnya
berdasarkan firman Allah Q.S. An-Nisa>‘:11:

T SN T O o

Artinya™“...jika ia meninggl dunia itu mempunyai beberapa
saudara maka ibunya mendapat seperenam..”.*

Kata “ &4 ” bila digunakan dalam ilmu faraid tidak harus

bermakna “tiga atau lebih”, sebagaimana lazimnya pengertian

Bbid. h. 117
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jamak. Akan tetapi kata jamak dalam bahasa arab terkadang
ditunjukkan untuk bilangan dua. Seperti dalam firman Allah dalam

Q.S. At-Tahrim : 4:

“Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya
hati kamu berdua telah condong(untuk menerima kebaikan)..””.?

Pada ayat di atas, kata “ « sl3 ” dalam bentuk jamak dipakai

untuk menunjukkan hati dua orang. Hal ini membuktikan bahwa

daam bahasa arab terkadang bentuk jamak digunakan untuk
menunjukkan bilangan dua.®’

4) Cucu perempuan dari anak laki-laki (satu atau lebih), dengan syarat

pewaris mempunyai anak perempuan. Dalam keadaan demikian, anak

perempuan tersebut mendapat bagian %2, dan Cucu perempuan dari

anak laki-laki mendapat bagian 1/6, sebagai pelengkap 2/3

(ol 3leSS ). Karena bagian beberapa anak perempuan adalah 2/3.

5) Saudara perempuan seayah satu orang atau lebih, jika pewaris
mempunyai  seorang saudari perempuan kandung. Hal ini
kedudukannya sama dengan cucu perempuan bersama dengan anak

perempuan. Dengan demikian, bila pewaris meninggal dunia dan

*|hid. h. 951
2 M. Ali Ashshobuni, hukum Kewarisan Menurut al-Qur’an dan Sunnah, h. 73
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meninggalkan seorang saudari perempuan kandung dan saudari
perempuan seayah atau lebih, maka saudari perempuan seayah
mendapat bagian 1/6 sebagai penyempurna dari 2/3. Sebab ketika
saudara perempuan kandung memperoleh bagian %2, maka tidak ada
sisa kecuai 1/6 yang memang merupakan hak saudara perempuan
seayah.

6) Saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan, dengan syarat tidak
mempunyai anak (cucu ke bawah laki-laki atau perempuan) dan ayah

(kakek ke atas). Berdasarkan firman Allah Q.S. An-Nisa>‘:12:

,\
N\
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Artinya“...Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan
yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak,
tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau
seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-
masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.....” %

7) Nenek S}ahi>h dari pihak ayah atau dari pihak ibu, baik seorang atau
lebih, dengan syarat pewaris tidak mempunyai ibu. Jika lebih dari
seorang maka bagian 1/6 dibagikan sama rata kepada mereka. Hal ini

didasarkan hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

% Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 117
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Artinya: “menceritakan kepada kami Muhammad bin abdul aziz bin
abi rizmah, abi rizmah berkata: ayahku memberikan kabar
kapadaku dan berkata: menceritakan kepada kami
Ubaidullah Abul munib al-*Ataky, dari Dari lbnu Buraidah

dari ayahnya r.a.: “Bahwasannya Nabi s.a.w. menetapkan

seperenem buat nenek kalau si mayit tidfak mempunyai ibu”.
Diriwayatkan oleh Abu Dawud”.

B. GARRA>WAIN MENURUT HUKUM ISLAM

1. Pengertian dan Dasar Hukum Garra>wain
Sebelum penulis memaparkan penjelasan tentang Garra>wain lebih
jauh, terlebih dahulu harus diketahui bahwa persoalan-persoalan kewarisan
yang penyelesaiannya penyimpang dari penyelesaian yang biasa, dengan kata
lain pembagian hartas warisan itu tidak dilakukan sebagaimana biasanya. Hal

ini disebut juga dengan masalah khusus.

Masalah khusus tersebut terjadi apabila penyelesaian pembagian harta
warisan dilakukan atau dibagi secara biasa terjadi kejanggalan, untuk
meghilangkann kejanggalan tersebut, maka penyel esaiannya dilakukan secara

khusus.

% Abu Dawud, Sunan Abu Dawud juz 1, h. 330-331
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Didalam hukum waris Islam ditemui beberapa persoalan kewarisan yang
harus  diselesaikan secara  khusus, salah satunya  adalah
Garra>wain.**Garra>wain dari bentuk tasniyah lafal garra (bintang yang
cermelang), lantaran kemasyhurannya dua maslah ini bagaikan dua bintang
yang cermelang.*Juga disebut dengan “Garri<batain”, karena masalah
tersebut tidak ada yang menandinginya. Nama lain dari Garra>wain adalah
“’Umariyatain” karena cara penyelesaian tersebut diperkenalkan oleh Umar
bin Khattab r.a..*

Kasus Garra>wain atau ‘Umariyatain atau juga disebut dengan
Garribatain secaraistilah ialah masalah yang ahli warisnyaterdiri dari:

1. suami, ibu, dan ayah.
2. istri, ibu, dan ayah.®

Daam pembagian harta warisan khususnya tentang masalah
Garra>wain tentunya dalam hukum Islam terdapat dalil yang menjelaskan
tentang penerapannya. Mayoritas Ulama’ berpendapat berdasarkan pada
firman Allah SWT dalam Q. S. An-Nisa>*: 11.

Berdasarkan petunjuk ayat tersebut Jumhur Ulama’ mengatakan,
bahwasannya hak ibu harus ditakwilkan (interpretasikan lebih lanjut) yaitu 1/3

sisa harta bila ahli waris terdiri dari suami atau istri bersama dengan ayah dan

% suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, Hukum Waris Lengkap (lengkap dan Praktis),
h. 137

3 Otje Salman, Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, h. 75

¥ gyihabuddin Ar-Ramly, Nihayatul Mukhtaj, h. 19

% Fathur Rahman, 11mu Waris, h. 537
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ibu, bukan 1/3 keseluruhan harta yang di warisi oleh ibu. Alasan mereka
adalah jika tidak dilakukan demikian maka ibu akan menerima bagian lebih
besar dari pada ayah. Demikianlah ketentuan ilmu fara>’id{ yang menyatakan
bahwa bagian laki-laki itu dua kali bagian perempuan, kecuali pusaka bagi
Waladul Ummi.**

Tetapi ulama z\ahiri mengatakan bahwa ibu tetap menerima 1/3 dari
keseluruhan harta baik ahli waris terdiri dari suami, ibu dan ayah atau istri, ibu
dan ayah. Alasan mereka adalah pengamaan terhadap zahir Q. S. An-
Nisa>*:11.%

. Pandangan Ulama Terhadap Garra>wain

Persoalan Garra>wain ini pada dasarnya terletak pada bagian ibu yang
lebih besar dari pada bagian ayah. Untuk menghilangkan kejanggalan ini,
haruslah diselesaikan secara khusus, yaitu penerimaan ibu bukanlah 1/3 harta
peninggalan, melainkan hanya 1/3 sisa harta peninggalan. Akan tetapi dalam
penafsiran terhadap ayat di atas para sahabat dan fugaha berbeda pendapat
dalam masalah ini, tidak seluruhnya menetapkan sama terhadap perolehan ibu
dalam menerima harta warisan (1/3 sisa harta), pada garis besarnya ada 3
pendapat:

Pendapat Pertama, adalah ibu mendapat 1/3 sisa harta peninggalan

setelah harta warisan diambil oleh suami atau istri. Hal ini dipelopori oleh

¥ Hasanain, Al-Mawarits fis-Syari’atil Islamiyyah, h, 55
S Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, h. 112



sahabat Umar bin Khattab, yang kemudian diikuti para sahabat, seperti
Us\man, Zaid bin Slabit, serta Ibnu Mas’ud,*® dan para Fugaha, seperti Al-
Hasan, Sufyan As\-s\aury, Malik, Abu H{ani<fah, dan Syafi’i.*’Alasan yang

mereka kemukakan adal ah:

Rangkain kalimat “cJdl a5« (maka ibunya mendapatkan sepertiga)

daam firman Allah di atas maksudnya sepertiga harta peninggalan yang
diwaris oleh kedua orang tuanya, baik seluruh harta peninggalan atau

sebagian harta peninggalan. Sebab kalau tidak diartikan demikian, niscaya

firman Allah “slsl «,49” tidak ada perlunya.®®Ha yang sama juga

diungkapkan oleh khairul umam, beliau menambahkan bahwa maksud ayat
tersebut 1/3 keeluruhan harta peninggalan bila diwaris oleh kedua orang
tuanya. Kalau tidak demikian akan kehilangan maknanya. Ketika Allah
menerangkan bahwa jika yang mewarisi itu hanya kedua orang tuanya saga,
maka pada saat yang sama Allah menjelaskan bagian ibu yaitu 1/3, artinya 1/3
dari keseluruhan harta peninggalan yang diwarisi oleh ibu bapak tersebut.
Dapat pahami bila ahli warisnya hanya terdiri dari ayah dan ibu sgja,

maka ibu mendapatkan 1/3 keseluruhan harta dan bapak menerima sisanya

% Dian khairul Umam, Fikih Mawaris, h. 190

3" |bn Hazm, Al-Muhalla, h. 330

38 Fathur Rahman, 1lmu Waris,h. 238

¥ Dian khairul Umam, Fikih Mawaris, hal. 191. Lihat juga karangan Mukarram, figh
Mawaris|l, h. 36
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(‘as}abah}) vyaitu: 2/3. Makna tersebut sesuai dengan nas{ a-Qur’an.

Sehingga perbandingan bagian ibu dan bapak sama  dengan

kandungan  ayat:cnsY) L> e S yaitu 1:2 antara ibu dan bapak.

Keadaan seperti ini hendaknya tetap berlaku. Akan tetapi, ketentuan ini tidak
berlaku bila ibu dan ayah mewarisi bersama-sama dengan salah seorang
suami-istri. Kalau ketentuan ini dijalankan yaitu bagian ibu tetap mendapat
1/3 keseluruhan harta, maka bagian ibu tentunya akan melebihi dari separoh
bagian ayah.*

Dalam masalah pertama ini ibu mendapatkan 1/3 dari asal masalah 6=2,
sedangkan ayah hanya mendapatkan sisanya, yaitu asal masalah 6-3(bagian
suami)-2= 1 saham.

Daam masalah kedua, ibu menerima 1/3 dari asal masalah 12= 4,
sedangkan ayah menerima sisanya dari asal masalah 12-3(bagian istri) - 4 =5
saham.*!

Jadi, perbandingan penerimaan saham ibu dengan ayah dalam masalah
pertama = 2:1 dan perbandingan saham ibu dengan ayah dalam masalah kedua
= 4.5, yang demikian ini bertentangan dengan nas{.

Oleh karena itu, bilaibu dan ayah bersama- sama dengan salah seorang

suami-istri, maka bukan keseluruhan harta yang diwarisi, melainkan sisa harta

“0 Fathur Rahman, 1lmu Waris, h. 239
“! Hasanain, al-mawarits fis-Syari’atil Islamiyyah, h. 55
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setelah sebelumnya diberikan kepada salah seorang dari suami-istri. Dengan
demikian, ibu hanya memperoleh 1/3 sisa harta.*?

Jumhur sahabat dan kemudian diikuti oleh para ulama mazhab
menetapkan bahwa ibu mendapat 1/3 warisan (an-Nisa>‘: 11), adalah 1/3 sisa
setelah dikeluarkan saham ahli waris 2awi>| furu>d} yang lain, yaitu suami
atau istri.®

Alasan yang dikemukan mereka diatas bahwa memberikan 1/3 bagian
ibu menjadi 1/3 sisa harta adalah untuk menghindari 1ebih besarnya bagian ibu
ketimbang bagian ayah. Bahkan Ibnu Qudamah dalam bukunya menyatakan
tidak diperbolehkannyaibu lebih besar dibanding bagian ayah. Disamping itu,
mereka memperkuat alasan ini dengan pernyataan ibnu mas’ud yang
diriwayatkan oleh Sufyan Al-Tsaury:”Allah tidak memperlihatkan kepada
saya kelebihan ibu dari pada ayah”.* Begitu juga pendapat Ibnu Qayyim yang
menguatkan penalaran  Jumhur, sesungguhnya ketentuan fara>’id}
menyatakan bahwa bagian laki-laki itu dua kali bagian ayah, kecuali harta
warisan bagi Waladul Ummi.**Lebih lanjut beliau menuliskan diskusi yang
terjadi antara Ibn Abbas dan Zaid. Ibn Abbas bertanya kepada Zaid, dari mana
bahwa dalam Al-Qur’an ibu hanya berhak atas 1/3 sisa. Zaid menjawab, tidak

ditemukan dalam Qur’an bahwa ibu harus mendapat 1/3 warisan, bahkan

2 Mukarram, figh Mawaris 1, h. 36

“ Al Yasa Abu Bakar, Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap
Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab, h. 148

“ |bnu Hazm, Al-Muhalla, h. 331

> Hasanain, Al-Mawarits fis-Syari’atil Islamiyyah, h. 55
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dalam Qur’an Allah mencegah ibu untuk mendapat 1/3 ketika bersama salah
seorang suami atau istri. Kalau Qur’an ingin memberikan 1/3 keseluruhan

harta warisan ketika ada suami (istri) ayat tersebut seharusnya berbunyi:

b ol 4ok b

Di pihak lain, kalau diberikan 1/3 keseluruhan harta, maka penjelasan “

ol yT 4, 99” tidakmempunyai makna.*®

Mengikuti pendapat tersebut di atas, dalam kasus ibu-bapak bersama
dengan suami, kelihatannya prinsip yang digunakan mereka zaid, Ibn Mas’ud
dan diikuti oleh jumhur Ulama’ dengan metode atau pola Ta’lili, menerapkan
prinsip laki-laki harus mendapatkan dua kali perempuan apabila mereka
sedergjat. Lalu untuk konsistensi prisnsip ini diterapkan juga ketika ayah dan
ibu didampingi oleh istri, walaupun saham ibu disini lebih sedikit dari pada
saham ayah.*’

Pendapat Kedua, ibu mendapatkan 1/3 keseluruhan harta baik ahli
warisnya suami bersama ibu dan ayah atau istri bersama ibu dan ayah.
Argumentasi ini disponsori oleh Ibnu Abbas dan diikuti golongan dhahiriyah,

syiah. Argumentasi yang beliau kemukakan adalah sebagai berikut:

“® |bnu Qayyim, I’la>m al-Muwaqqi’i>n ‘an rabb al-‘A>lami>n, h. 273-274
4" Al Yasa Abu Bakar, Ahli Waris Sepertalian Darah, h. 149
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a. Ibu dalam kasus ini tetap menerima 1/3 keseluruhan harta sesuai dengan

zahir ayat Q. S. An-Nisa>*: 11:%®

BTG50 (S o Mwbgp;,\u V_L;,,\_J’T;g‘ﬁa JAOY
L;.’;.f;\.? JQ:}:;\U M.J‘Lg.lsc.,\}ngud \_]JJL;LJJS.Q.E

I[P )Lso|y|;éjjjj~\b;4]u§:,.‘gb-\b;dg O I s LAl

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)
anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama
dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu
semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua
pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu
seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua
orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta
yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak;
jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia
diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat
sepertiga.®®.......

Ayat di atas dalam kalimat « &3 45" maksudnya 1/3 keseluruhan
harta warisan, sebab kalimat tersebut di-athaf-kan pada kalimat « &5 " gls

45 W sebagaimana kalimat “_azdl Wl juga di-athaf-kan padanya,

sehingga mempunyai arti “ & 5 L (225", Dengan demikian kalimat “ we

“8 Moh. Anwar, Fara’idl Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah-Masalahnya, h. 115
“° Depang RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 116-117
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&gl lengkapnya adalah “8 5 L &) 435” yang berarti “maka ibunya

mendapat sepertiga harta peninggalan”.>

Masih seputar pendapatnya Ibn Abbas, suatu saat beliau pernah
mengutus salah seorang sahabat bernama ‘Ikrimah untuk bertanya kepada
Zad bin Sjabit tentang bagian ibu dan ayah bersama dengan suami,
kemudian Zaid menjawab, suami mendapat %2 dan ibu 1/3 sisa harta
keseluruhan. Tetapi Ibn Abbas tidak setuju dengan pendapat Zaid tersebut
dan ketika beliau bertemu dia (Zaid) sendiri, kemudian bertanya: Apakah
kamu dapati di dalam kitab Allah kalimat Sulus\ul-Ba>q? Jawab Zaid:
Tidak, akan tetapi pendapatku itu menurut ijtihadku dan tidak ada bagian
ibu melebihi bagian ayah. Begitu juga dengan sahabat Ali bin Abi Thalib
yang sependapat dengan Ibn Abbas, yang mengomentari kalimat Zaid di

atas, seandainya bagi Zaid ada ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan

ucapannya, maka Zaid tidak akan berkata “ J gl

b s W LaslY I, tetapi dia akan berkata: &) LS, 431 . Oleh

karena itu, pendapat Zaid tidak bisa dibuat hujjah. Dengan demikian,

pendapat 1bn Abbas bahwa ibu mendapat bagian sepertiga keseluruhan

%0 Fathur Rahman, IImu Waris, h. 239
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harta (&3l 435) memang betul menurut Qur’an, karena kalimat tersebut

adalah kalimat umum yang tidak boleh di takhs}is}.>

Menurut Yusuf Musa yang juga cenderung terhadap pendapatnya
Ibnu Abbas r.a yang diikuti oleh pula fugaha’ Syi>’ah, Ima>miyah, dan
Z{a>hiriyah, setelah beliau mengungkapkan panjang lebar argumentasi
yang dikemukakakn oleh Ibn Hazm, diantaranya, bahwa keberatan Jumhur
untuk menerima bagian ibu lebih besar dari pada bagian ayah disanggah
oleh beliau dengan menyebutkan, sungguh tidak mungkin kita
mengingkari hadits Rasulullah yang mengutamakan ibu dari pada ayah
dalam hadits nabi tentang pertanyaan seseorang sahabat kepada Nabi:
Sapa yang paling berhak menerima kebaikan pengkhidmatan (suhbati)ku.
Dalam pertanyaan yang sama Nabi menjawab sampai 3 kali “lbumu”. Kali
keempat baru dijawab Nabi “Ayahmu”.

Disisi lain beliau (Ibnu Hazm) mengungkapkan bahwa dalam Al-
Qur’an itu sendiri menyamakan kedudukan ayah dan ibu dalam ketentuan
hak waris. Hal tersebut tidak ada perbedaan pendapat. Alasan beliau
bahwa hak mereka (ayah dan ibu) itu sudah ditetapkan dalan nas{ yang
sharih, yaitu mereka mendapatkan bagian 1/6 ketika bersama-sama dengan

anak.>

® |bnu Hazm, Al-Muhalla, h. 332
2 M. Yusuf Musa, At-Tirkah Wal-Mirats fil — Isiamiy, h. 227



41

Sedangkan menurut golongan Ima>miyah yang membela pendapat
Ibn Abbas mengatakan, ibu menerima bagian 1/3 keseluruhan harta, dan

bukan 1/3 sisa harta, baik dia bersama-sama dengan salah seorang diantara

suami atau istri maupun tidak. Sebab, ayat al-Qur’an yang berbunyi « -5

eddl ) maka lahiriahnya menunjukkan 1/3 keseluruhan harta yang

ditinggalkan pewaris, dan ha itu tidak dibatasi oleh tidak adanya salah
seorang diantara suami atau istri. Hukum syara’ tidak dapat ditetapkan
hanya berdasarkan akal, dan tidak pula dibangun hanya atas dasar istib’ad,
menganggap jauh dari maksud sebenarnya.>®

b. Semua macam fard} yang disebutkan dalam a-Qur’an itu disandarkan
kepada pokok harta peninggalan yang dibagi. Misalnya: fard} %2 artinya %2
harta peninggalan, fard} %4 artinya ¥4 harta peninggalan, dan seterusnya
setelah dilunaskan atau dilaksanakannya wasiat dan hutang-hutang orang
yang meninggal (pewaris). Seandainya fard} ibu 1/3 sisa harta peninggalan
itu tidak ditunjuk oleh nas{, maka harus diartikan dengan 1/3 seluruh harta
peninggalan.>

c. lbu termasuk ahli waris zZ\awi>| furu>d} dan ayah termasuk ahli waris
‘as}abah binafsi (dalam masalah tersebut), sehingga sesuai dengan sabda

nabi yang berbunyi:

3 M. Jawad Mughniyah, Figih Lima Mazhab, h. 589
% Fathur Rahman, 1lmu Waris, h. 239
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Artinya:  “Musa bin Isma’il telah menceritakan kepada kami, telah
menceritakan kepada kami  Wahib, Ibn Thawus telah
menceritakan pada kami dari ayahnya dari lbnu Abbas r.a dari
Nabi SAW, beliau bersabda: serahkanlah warisan-warisan itu
kepada ahlinya, adapun sisanya, bagi ahli waris laki-laki yang
terdekat”. Diriwayat oleh Bukhari
Oleh karena itu, hendaknya ibu diberikan fard}-nya secara
sempurna, kemudian sisanya sedikit banyak diberikan kepada ayah.*
Dengan pembagian seperti ini, maka bagian bapak terkadang dapat
bagian lebih dari ibu dan terkadang dapat kurang dari ibu.>”

Pendapat Ketiga, menurut Ibn Siri<n dan Abu Sluar mengatakan bahwa

dalam masalah pertama, suami bersama-sama dengan ibu dan ayah maka ibu

dalam lafaz} “cddl 458 yaitu ibunya mendapat 1/3, harus dipahami ibu

mendapat 1/3 sisa harta, karena kalau tidak dipahami begitu, ibu akan
menerima lebih banyak dari apa yang didapat ayah. Dalam masalah ini beliau

sependapat dengan jumhur ulama’.

% Al-Bukhari, Shahih Bukhari juz VIII, h. 5
%6 Fathur Rahman, 1lmu Waris, h. 240
" A. Hasan, Al-Fara’id, h. 40



43

Adapun dalam masalah kedua, istri bersama-sama dengan ibu dan ayah,
maka ibu dalam kasus ini tetap mendapat 1/3 keseluruhan harta peninggalan.
Dan dalam kasusini beliau sependapat dengan pendapatnya |bnu Abbas.*®

Sedangkan dalam satu riwayat Ibnu Hazm pernah mengatakan, dalam
riwayat tersebut mempertegas pendapat diatas, bahwa Muhammad bin Siirin
berkata: ketika seorang suami meningga dunia, dan meninggalkan ahli waris
istri, ibu dan ayah, maka istri mendapat bagian ¥4, ibu mendapat bagian 1/3
keseluruhan harta, dan ayah mendapatkan bagian sisanya (‘as}abah). Dan
ketika seorang istri meninggal dunia, dan meninggalkan ahli waris suami, ibu
dan ayah, maka suami mendapat bagian %2, ibu mendapat bagian 1/3 sisa harta
dan ayah mendapatkan bagian sisanya(‘as}abah).”

Alasan yang mereka kemukakan untuk memperkuat pendapatnya adalah
andaikata dalam masalah pertama, ibu diberi 1/3 keseluruhan harta, maka
bagian ibu akan melebihi bagian ayah, hal itu tidak boleh terjadi. Akan tetapi,
dalam masalah kedua, bagian ibu tidak melebihi bagian ayah.®
. Sistematika Penyelesaian Masalah Garra>wain

Penyelesaian kasus dalam masalah Garra>wain tidaklah seperti
penyelesaian kasus kewarisan pada umumnya. Sebab apabila diselesaikan

secara biasa maka hasilnya sebagai berikut®:

%8 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, h. 111-112
% |bnu Hazm, Al-Muhalla, h. 330

% Dian Khairul Umam, Figih Mawaris, h. 194

® Ibid, h. 190



Ahli waris | Bagian Asal Masaah Saham
Suami %) 1/2x6=3
Ibu 1/3 6 1/3x6=2
Ayah ‘As}abah 6- 5=1
Jumlah 6

Atau
Ahli waris | Bagian Asal Masalah Saham
Istri Ya 1/4x12=3
Ibu 1/3 12 1/3x12=4
Ayah ‘As}abah 12-7=5
Jumlah 12

Dengan melihat penyelesaian kedua kasus di atas, terlihat bahwa
ketiadaan anak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bagain waris ibu
tetapi tidak untuk ayah. Ibu mendapat 1/3x6=2, sedangkan ayah mendapat
bagian 1 sebagai ‘As}abah. Padaha semestinya bagian ayah harus lebih besar
daripada bagian ibu. Adapun dalam contoh kedua, meskipun bagian ayah
lebih besar, akan tetapi saham ayah sebagai ‘As}abah (12- 7=5) bagiannya
sangat kecil dan hampir sama dengan bagian ibu(1/3x12=4).%? Oleh karena
itu, para ulama fara>d{iyu>n berbeda pendapat terhadap penyelesaian
masalah ini, yang menjadi perselisihan pendapat diantara mereka adalah
bagian ibu.®®
a Menurut Umar r.a., yang diikuti oleh para sahabat dan para fuqaha’,

bahwa ibu menerima bagian 1/3 sisa. Dengan demikian, penyelesaiannya

sebagai berikut:

52 A. Sukris Sarmadi, Transendensi Keadilan Hukum Kewarisan Islam Transformatif, h. 209
& Fathur Rahman, Ilmu Waris, h. 538-539
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Ahli waris | Bagian Asal Masaah Saham
Suami Ya 1/2x6=3
Ibu 1/3sisa 6 1/3%(6-3)=1
Ayah ‘As}abah 6-4=2
Jumlah 6

Suami meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris:
Ahli waris | Bagian Asal Masalah Saham
Istri Y 1/4x6=3
Ibu 1/3sisa 6 1/3x(4-1)=1
Ayah ‘As}abah 4-2=2
Jumlah 6

b. Menurut Ibnu Abbas, yang diikuti oleh ulama z}a>hiriyah dan ulama

ima>miyah, bahwa ibu tetap mendapat bagian 1/3 keseleuruhan harta

sebagaimana z}a>hir ayat (Q. S. An-Nisa>‘: 11).
penyelesaiannya sebagai berikut:

Istri meninggal dunia, meninggalkan ahli waris:

Dengan demikian,

Ahli waris | Bagian Asa Masdah Saham
Suami Vs 1/2x6=3
Ibu 13 6 1/3x6=2
Ayah ‘As}abah 6- 5=1
Jumlah 6

Suami meninggal dunia, meninggalkan ahli waris:
Ahli waris | Bagian Asal Masadah Saham
I stri Ya 1/4x12=3
Ibu 13 12 1/3x12=4
Ayah ‘As}abah 12-7=5
Jumlah 12
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c. Menurut Ibnu Si<ri<n dan Abu Slaur, bahwa dalam masalah pertama, ibu
mendapat bagian 1/3 sisa, sedangkan dalam masalah kedua, ibu mendapat
bagian 1/3 keseluruhan harta. Dengan demikian, penyelesaiannya sebagai

berikut;

Istri meninggal dunia, meninggalkan ahli waris:

Ahli waris | Bagian Asal Masaah Saham
Suami Vs 1/2x6=3
Ibu 1/3sisa 6 1/3%(6-3)=1
Ayah ‘As}abah 6-4=2
Jumlah 6

Suami meninggal dunia, meninggalkan ahli waris:
Ahli Waris | Bagian Asal Masalah Saham
I stri Y 1/4x12=3
Ibu 1/3 12 1/3x12=4
Ayah ‘As}abah 12-7=5
Jumlah 12




BAB |11
DESKRIPSI KETENTUAN GARRA<WAIN SEBAGAI Z|AWI<L

FURU<D} DALAM SURAT KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

A. Latar Belakang Lahirnya Ketentuan Garra<wain Sebagai Z|awi<l Furu<d{
Dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung

Mengenai latar belakang lahirnya ketentuan Garra<wain yang termuat
dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung tidak dapat dipisahkan dengan latar
belakang disusunnya Buku II “Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis
Peradilan Agama” itu sendiri.

Dalam buku Il tersebut ada pedoman bagi hakim dalam melaksanakan
hukum acara (formil) maupun hukum materiil. Adapun pedoman Majlis Hakim
dalam mengadili perkara yang tertuang dalam Buku II “Pedoman Teknis
Administrasi dan Teknis Peradilan Agama”, telah tertuang dengan jelas, yaitu:

1. Hukum Materiil bagi Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari’ah.
a.  Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang 32 Tahun 1954.
b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1
Tahun 1974.
¢. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

47
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d. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
e. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tetang Pengel olaan Zakat.
f.  Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
g. Undang-Undang No. Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syari’ah
Nasional.
h. Undang-Undang No.  Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah.
i. Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum ekonomi Syari’ah.
j. Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan Ekonomi Syari’ah.
k. Yurisprudensi Mahkamah Agung.
[.  Qanun Aceh.
m. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional.
n. Akad-akad ekonomi Syari’ah.
2. Hukum Acara yang berlaku pada Peradialan Agama/Mahkamah Syari’ah.
a. Hukum Acara Peradilan Agama:
1) HIR;
2) R.bg;
3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.
3 Tahun 2006;
4) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dn Alternatif
Penyel esaian Sengketa;

5) Yurisprudens Mahkamah Agung RI;
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6) PERMA dan SEMA RI;

b. Hukum acara Mahkamah Syari’ah:
1) Hukum Acarayang berlaku di Pengadilan Agama;
2) Hukum Acarayang berlaku di Pengadilan Umum;
3) Qanun Aceh tentang Hukum Acara;

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kehadiran buku Il ini setidaknya
mampu menjabarkan hukum materiil yang ada dalam KHI dan dengan dikuatkan
oleh KMA atau keputusan Mahkamah Agung. Buku Il ini tidak hanya sebagai
hukum materiil secara substansi, tetapi juga sebagai hukum formil. Maka
kehadiran kehadiran Buku Il ini, walau hanya dikuatkan dengan KMA adaah
merupakan hukum acara atau hukum formil yang konsekuens harus di pegang
dan diterapkan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.* Di samping
itu, hadirnya buku Il ini adalah Guna mewujudkan praktek peradilan dan
penampilan (ferformance) pengadilan yang semakin tertib dan handal yang
bermuara pada tegak kembalinya citra, wibawa, dan martabat pengadilan,
setidaknya konsep seperti itu di mulai sgak tahun 1994, dalam khazanah
peradilan kita telah terintrodusir pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi
pengadilan yang tertuang dalam "Buku", yaitu Buku I, Buku Il, Buku IIl, dan
Buku 1V. Dua buku pertama, yaitu Buku | mengatur tentang apa yang harus
dilakukan oleh pegabat pengadilan dalam tugasnya, yakni mengenai what to do

yang memuat tentang pembagian tugas (job description), sedangkan dalam Buku

! Musyaffa’, Hakim Pengadilan Agama Jombang, wawancara, padatanggal 14 juli 2009.
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Il diatur tentang bagaimana caranya pejabat pengadilan harus melakukan
tugasnya, yakni how to do it yang memuat tentang hukum acara formal
pengadilan (formeel procesrecht).?

Lahirnya “buku” tersebut mengalami beberapa tahap yang sampai akhirnya
pada tahun 2008, bertepatan dengan Rakernas Akbar disampaikanlah kepada para
peserta rakernas tersebut sejumlah materi yang di antaranya adalah buku 11. Kalau
dulu buku Il itu dihimpun hanya dalam satu buku untuk semua lingkungan
peradilan, kini terdapat limabuku 11, yaitu:

1. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana
Khusus.

2. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata
Khusus.

3. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama.

4. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara.

5. Pedoman Teknis Administrasi dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Dalam
Lingkungan Peradilan Militer.

Hal tersebut di perkuat oleh pernyataan bapak Bagir Manan Daam
kapasitasnya sebagai Ketua Mahkamah Agung. Pada Kata Pengantar Buku I

tersebut, kecuali untuk Buku |1 Pedoman Teknis Administrasi dan Pemeriksaan di

2zamroni Rasadi dan Moh. Syafi’, Hakim Pengadilan Agama Jombang, wawancara, pada
tanggal 14 juli 2009.
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Sidang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer, antaralain mengatakan:®

1. Penelitian yang dilakukan selama lebih dari satu tahun untuk merevisi
Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di
Lingkungan Pengadilan (Buku Il) telah selesai. Revisi dilakukan guna
menyesuaikannya dengan berbagai undang-undang dan ketentuan baru
mengenai peradilan yang telah berlaku dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

2. Buku ini dinamakan Buku |1, yaitu pedoman teknis administrasi dan teknis
peradilan di peradilan tingkat pertama dan tingkat banding serta lampiran
formulir-formulir yang berlaku di setiap lingkungan peradilan.

3. Dengan selesainya proses satu atap di Mahkamah Agung RI, dalam
pel aksanaan tugas sehari-hari diharapkan dapat terwujud ketentuan-ketentuan
yang mantap, jelas dan tegas tentang apa dan bagaimana tata kerja
administrasi peradilan yang harus dilaksanakan dengan tertib dan disiplin.

Khusus untuk Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama (PA), Buku 11
tersebut memuat tentang teknis administrasi untuk PA dan Pengadilan Tinggi

Agama (PTA). Teknis administrasi untuk PA antara lain memuat tentang

penerimaan perkara, persiapan persidangan, pelaksanaan persidangan, bundel, dan

pengarsipan. Untuk PTA memuat tentang pendaftaran perkara banding, persiapan
persidangan, pemberkasan perkara banding, laporan, dan arsip berkas perkara

banding.

® Mahkamah Agung, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, h. iii
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Untuk teknis Peradilan Agama, terdiri dari kedudukan dan wewenang
Pengadilan Agama/l Mahkamah Syar'iyah, pedoman beracara pada PA, yang
terdiri dari pedoman umum (dengan 41 jenis uraian), pedoman khusus, yang
terdiri dari hukum keluarga (dengan 17 jenis uraian), hukum kewarisan; wasiat
dan hibah; wakaf; ekonomi syari'ah; zakat, infak, dan shadagah; sengketa
kewenangan mengadili; dan itsbat rukyatul hilal. Selain itu masih ada juga
Lampiran yang terdiri dari lampiran | mengenai Berita Acara Tentang Pernyataan
Kesediaan untuk Membayar, Lampiran 11 mengenai Berita Acara Pemberitahuan
Akan dilakukan Penyimpanan atau Konsinyas di Kas Kepaniteraan, dan
Lampiran 111 mengenai Berita Acara Penyimpanan atau Konsinyasi. Yang penulis
sgjikan dalam tulisan ini hanyalah Pedoman Khusus Teknis Peradilan Agama
yaitu berkenaan dalam masalah Garra<wain, walaupun masalah tersebut sangat
jarang terjadi dalam sebuah kasus di Peradilan Agama. Konsep Garra<wain
dalam buku Il ini terdapat pada contoh pembagian waris sesuai dergjat kelompok
ahli waris, yaitu sebagai berikut:

1. Ahli waristerdiri dari duda, ayah dan ibu. Duda memperoleh ¥, ayah 1/3, dan
ibu 1/3, karena bagian waris |ebih dari nilai 1 (satu), maka dilakukan ‘aul

2. Ahli waris terdiri dari janda, ayah, dan ibu. Janda memperoleh Ys,ayah 1/3,
dan ibu 1/3, sisanya di radd kepada ayah dan ibu berbagi sama.*

Dengan demikian, teknis pembagian waris dalam kasus itu dengan sistem

sendiri, tidak menganut sistem pembagian seperti yang dilakukan oleh Umar

*1bid, h. 176
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ataupun lbnu Abbas. Hal ini dikandung maksud, agar tidak ada perbedaan
pendapat dalam memutuskan perkara dan terwujudnya kepastian hukum. Sesuai
dengan kaidah fighiyyah:

41 g D

Artinya: “Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijtihad
menghilangkan berbedaan pendapat”.®

Mahkamah Agung bertindak seperti ini, karena mempunyai kewenangan
dalam mengatur, memberi petunjuk, teguran dalam memutuskan setiap perkara.
Pembentukan buku 11 ini sesuai dengan kewenagannya dalam Undang-Undang
No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Pasal 32 ayat 4, yang berbunyi:

Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, tegoran, atau peringatan
yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan.

Dan pasal 79 yang berbunyi:

Mahkamah Agung dapat mengatur |ebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi
kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup
diatur dalam Undang-undang ini.

Di sini tampaknya secara tegas dalam pembagian waris Garra<wain,
Mahkamah Agung menjadikan ayah dan ibu sebagai ahli waris 2awi<! furu<d,®

seperti konstatasinya:

® A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, h. 154
® |chsan Y usuf, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Wawancara, pada tanggal
12 Agustus 2009.



1. Ayah mendapat 1/6 bagian bila pewaris meninggalkan anak keturunan,
mendapat 1/3 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak atau keturunan
(ex Pasal 177 KHI jo SEMARI Nomor 2 Tahun 1994).”

Meskipun masalah kewarisan ayah dalam fikih mawaris menurut
kalangan ulama Usul al-Figh masuk dalam kategori Mawa>d{i’ al-Ittifa>q
dalam arti sudah menjadi pemahaman ulama kebanyakan, namun sepertinya
tidak demikian di Indonesia, khususnya bagi ulama yang tergabung sebagai
tim perumus KHI. Bagi mereka masih mungkin dilakukan ijtihad sehingga
tiga kemukinan ayah dalam menerima warisan (menerima fard}{ 1/6 jikayang
meninggal mempunyai anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki,
‘as{abah jika yang meninggal tidak mempunyai keturunan, atau fard} 1/6
ditambah “as{abah, jika yang meninggal hanya mempunyai anak perempuan
atau cucu perempuan dari anak laki-laki) hanya menjadi dua, yaitu jika tidak
menerima 1/6, ayah akan merima 1/3 jika pewaris tidak mempunyai anak.

Mengenai bagian ayah yang tertuang dalam KHI Pasal 177 yaitu ayah
akan menerima 1/3 jika pewaris tidak mempunyai anak, memang menjadi
sorotan publik. Hal itu diakui secara tersirat oleh Ketua Muda Mahkamah
Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Agama (Tuada Mari
Urdilag), Prof. Dr. Bustanul Arifin, SH, sehingga harus mengirimkan Surat

Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1994 kepada seluruh Pengadilan

" lbid. h. 171, hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Sulaiman selaku Hakim Pengadilan
Agama Surabaya, Wawancara, Pada Tanggal 27 Juli 2009.
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Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Indonesia. Isi surat tersebut
selengkapnya adal ah:

“Berhubung dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai maksud pasal 177
Kompilass Hukum Islam, yang dikemukakan dalam penataran-penataran,
seminar, diskusi-diskusi, bahsul masail, dan penyuluhan hukum, maka
Mahkamah Agung memberikan penjelasan bahwa maksud pasal 177 tersebut,
ialah Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak,
tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam
bagian.”®

Bagian di atas juga diperkuat oleh pandangan MA vyang tidak
mendudukkan ayah sebagai ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya
(‘as{abah), karena tampak jelas pada saat membicarakan ahli waris
kelompok ini, ayah tidak termasuk di dalamnya. Di sana hanyaterdapat lima
unsur, yaitu:

1. Anak laki-laki dan keturunannya.

2. Anak perempuan dan keturunannya bila mewaris bersama anak laki-
laki.

3. Saudara laki-laki bersama saudara perempuan bila pewaris tidak
meninggalkan keturunan dan ayah.

4. Kakek dan nenek.

5. Paman dan bibi baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dan

keturunannya.’

8 Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1994, tanggal 28 Juni 1994
® Mahkamah Agung, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, h. 173
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Berdasarkan pemaparan di atas, ternyata KHI memberlakukan hukum

bilatera sebagaimana gagasan Hazairin, yang mana gagasan Hazairin
didirikan atas asas-asas penggantian tempat dan asas kelompok keutamaan.
Penjelasan yang paling rasional terhadap pasal tersebut setelah dikaitkan
dengan sistem Hazarin adadah bahwa Pasal tersebut ternyata untuk
melindungi posisi ayah supaya mendapatkan bagian pasti, sebab kalau
mendapat ashobah bisa sga ayah tidak mendapatkan bagian apa-apa. KHI
lebih cenderung untuk mengikuti pemikiran Hazairin itu karena mengingat
latar belakang penyusunan KHI serata upaya untuk membentuk sebuah
Hukum Islam di Indonesia Bahwa KHI disamakan dengan kondisi bangsa
Indonesia. Dengan demikian, reinterpretasi Hazairin yang menawarkan sistem
kewarisan bilateral agaknya lebih diterima oleh KHI, dari pada sistem
kewarisan bercorak patrinialistik yang ada dalam doktrin fugaha sunni,
minimal hal ini sudah diwujudkan dalam pasal 177 KHI tersebut.
. Ibu mendapat 1/6 bagian bila pewaris mempunyai anak atau keturunan,
atau pewaris mempunyai dua orang atau lebih saudara (sekandung,
seayah, seibu) mendapat 1/3 jika pewaris tidak meninggalkan anak atau
keturunan atau pewaris meninggalkan satu orang saudara (sekandung,
seayah, seibu).’°

Bagian ibu dalam masalah ini tidak jauh beda dengan pandangan KHI

pasal 178 ayat 1 dan 2, maupun ulama figih sunni. Namun dalam pandangan

10 |pid. h. 171
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figih sunni dan KHI terdapat satu bagian yaitu ibu mendapat 1/3 sisa, apabila
bersama-sama dengan ayah serta suami atau istri. **

Gagasan Hazairin yang menawarkan sistem bilateral tersebut, yang sama
dengan pandangan MA dalam ketentuan bagian ibu maupun ayah.

Munculnya bagian tersebut menurut Yahya Harahap tidak lepas dari
munculnya bagian-bagian ahli waris tersebut dari tujuan terbentuknya KHI yaitu:
1. Untuk merumuskan secara sistematis Hukum Islam di Indonesia secar

konkret.

2. Guna dijadikan sebagai landasan penerapan Hukum islam di Lingkungan
Peradilan Agama.

3. dan sifat kompilasi, berwawasan nasional (bersifat supra sub kultural, aliran
atau mazhab) yang akan diperlukan bagi seluruh masyarakat Islam Indonesia,
apabila timbul sengketa di depan siding Pengadilan Agama(kalau di luar
proses peradilan, tentu bebas menentukan pilihan dari sumber figih yang ada).

4. Serta sekaligus akan dapat terbina penegakan kepastian hukum yang lebih
seragam dalam perg’aulan lalu lintas masyarakat 1slam.*

. Prosedur Penyelesaian Garawain Sebagai Z|awi<l furu>d  Menurut

Pandangan MA.

Dalam hasanah hukum kewarisan Islam ada masalah-masalah khusus

sehingga ia dinamai atau disebut dengan nama khusus pula. Sebagaimana dengan

' Moh. Anwar, Fara’idl Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah-Masalahnya, h. 59
12 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 58-59
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masalah Garra>wain yang memerlukan penyelesaian khusus, yaitu jika pewaris

meninggalkan ahli waris yang terdiri dari:

1. Suami, ayah, danibu;

2. lstri, ayah, danibu;

Akan tetapi, dalam buku Il teknis pembagiannya berbeda dengan sistem
yang dilakukan oleh Umar bin Khattab maupun Ibnu Abbas. Di sini MA
tampaknya dalam menyelesaikan pembagian waris sesuai dengan dergjat
kelompok ahli waris dalam buku |1, yaitu:

1. Ahli waristerdiri dari duda, ayah dan ibu. Suami memperoleh 1/2, ayah 1/3,
ibu 1/3, karena bagian warislebih dari nila 1 (satu), maka dilakukan
‘aul (Kita sebut sgja contoh A).

2. Ahli waris terdiri dari janda, ayah dan ibu. Istri memperoleh 1/4, ayah 1/3,
ibu /3, sisanyadi radd kepada ayah dan ibu berbagi sama (Kita sebut
sgja contoh B).

Kalau dituangkan dalam bentuk tabel, maka teknis pembagiannya adalah

sebagai berikut:

Contoh A
Ahli waris | Bagian Asal Masalah Saham
Suami 2 1/2x6=3
Ibu 1/3 6 1/3x6=2
Ayah 13 1/3x6=2
Jumlah 7




Karena bagian waris lebih dari

bagian ahli waris adalah sebagai tabel berikut (kita sebut A 1):

satu, maka dilakukan ‘aul, sehingga

Ahli waris | Bagian
Suami 3/7
Ibu 27
Ayah 207

Contoh B
Ahli waris | Bagian Asal Masadah Saham
I stri 14 1/4x12=3
Ibu 1/3 1/3x12=4
Ayah 1/3 1/3x12=4
Jumlah 11

Karena bagian waris lebih kurang dari satu, maka dilakukan radd, yang
perhitungannya sebagai berikut: ibu mendapat 1/2 x sisa dan bapak mendapat
juga 1/2 x sisa'® Maka, bagian ahli waris tersebut adalah sebagai table berikut
(kitasebut B 1):

Ahli waris| Bagian Radd Asa masalah 24 A.%I mmah
diperkecil 8

I stri Y 6 2

Ibu /3 Y5 X Sisa 9 3

bapak 13 Yo x sisa 9 3

Dengan demikian adanya perbedaan teknis dalam pembagian kasus

Garra<wain, maka kasus Garra<wain tersebut termasuk dalam ruang lingkup

Bhttp://www.badilag.net/
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ijtihad, sehingga hasil ijtihad Umar bin Khattab bisa berbeda dengan hasil
ijtihad Ibnu Abbas. Karena demikian adanya, maka sah-sah saja kalau muncul
hasil ijtihad yang lain lagi dari itu seperti yang dicetuskan oleh Buku Il ini.

Oleh karena itu, bagi aparat Peradilan Agama masih terbuka peluang untuk
berijtihad, karena Pintu ijtihad memang tidak pernah tertutup atau ditutup. Dan
perlu diingat, bahwa prinsip dalam melaksanakan ketentuan hukum meteriil
adalah demi tercapainya keadilan.**Keadilan di sini dipahami dalam konteks yang
lebih luas dengan melihat Iebih jauh terhadap latar belakang kondisi sosiologis
mayarakat saat itu. Latar belakangnya adalah, mereka para perempuan dalam
masyarakat arab tidak memeliki hak apa pun terhadap harta warisan. Untuk
mengubah kondisi itu, Al-Qur’an mendobrak tradisi arab yang sangat
diskriminatif itu menuju tatanan masyarakat yang lebih berkeadilan dengan
memberikan hak kepada perempuan atas warisan setengah dari bagain laki-laki.
Tentu sgja, angka perbandingan 2:1 itu dengan mempertimbangkan kondisi
psikologis masyarakat arab.

Dengan melihat latar belakang itu, ayat tentang pembagian warisan harus
dibaca sebagai proses awa menuju kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan,
sehingga pada saat sekarang ini dianggap waktu yang telah memungkinkan

terhadap perubahan tersebut, bukan suatu yang bertentangan dengan nas{ jika

¥sulaiman, Hakim Pengadilan Agama Surabaya, Wawancara, pada tanggal 27 juli 2009.
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perempuan diberikan bagian sama atau lebih dari setengah bagian laki-laki.*hal
ini terlihat, salah satunya bahwa sesama manusia mempunyai kebutuhan hidup
yang seimbang, baik laki-laki maupun perempuan, utamanya bagi yang bersuami,
sedangkan yang bersuamipun terkadang tidak mencukupi, akibatnya justru suami
meminta nafkah kepada istri. Jadi, ketika sama-sama mempunyai kebutuhan, dan
sama-sama bekerja, bukan suatu yang bertentangan dengan nas{ jika perempuan
diberikan bagian sama!® Pendapat di atas tidek jauh beda dengan yang
diungkapkan oleh Yahya Harahap, bahwa rumusan dalam Q. S. An-Nisa’: 11
tidak mutlak bersifat qat’i. Sehingga, bagian anak laki-laki dengan anak
perempuan, bisa disamaratakan kedudukan mereka dalam penerimaan harta
warisan, dengan jalan memisah “kaidah normatif dengan unsur hudu>d ”. Kaidah
normatifnya adalah Anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama mempunyai
hak dan kedudukan untuk mewaris harta warisan orang tua mereka. Inilah
normatif hukum abadi dan universal yang tercantum dalam ayat tersebut. Siapa
pun dan kapan pun tidak boleh mengubahnya. Tidak boleh menetapkan peraturan
hukum yang menghilangkan hak dan kedudukan anak perempuan untuk mewarisi
harta peninggalan orang tuanya. Akan tetapi mengenai jumlah besarnya bagian
antara anak laki-laki dengan anak perempuan yang ditentukan dalam ayat tersebut
, bukan ketentuan yang bernilai normatif, tetapi bernilai hudu<d atau had. Had

antara anak laki-laki dengan anak perempuan menurut kontruksi yang saya

5 |chsan Yusuf, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Wawancara, pada
tanggal 9 September 2009.
18| stibsyarah, Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya’rawi h. 86
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tafsirkan, had antara anak laki-laki dengan anak perempuan setengah bagian anak
laki-laki. Inilah batas “minimal” yang tidak boleh dilanggar. Dengan demikian,
tidak boleh menetapkan hukum yang mengurangi batas bagian anak perempuan
kurang dari setengah bagian anak |aki-laki. Sebaliknya, ayat ini tidak menentukan
had maksimal. Oleh karena itu, hak minimal dapat digeser kearah jumlah yang
sama ekuivalennya dengan bagian anak laki-laki. Jadi, dapat dibuat ketentuan
yang menetapkan batas bagian anak perempuan sama dengan bagian anak laki-
laki.

Dengan demikian bijaksana kalau masyarakat atau lapisan aparat Peradilan
Agama menyimak diktum Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:
KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakukan Buku 11
Pedoman Pealaksanaan Tugas dan Administras Pengadilan, yang antara lain
menyatakan:

PERTAMA : Memberlakukan Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan.

KEDUA . Memerintahkan kepada semua peabat struktural  dan
fungsional  beserta aparat peradilan untuk melaksanakan
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
sebagaimana tersebut dalam Buku Il secara seragam, disiplin,

tertib, dan bertanggungjawab.*’

" Mahkamah Agung, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, h. vii
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Dengan menyimak diktum tersebut, Buku Il ini tampaknya sebagai
instrumen untuk mewujudkan unified legal opinion dalam bidang dimaksud yang
bermuara pada terciptanya kepastian hukum dalam bidang bersangkutan bagi

para yustisiabelen di lingkungan Peradilan Agama.



BAB IV
ANALISISHUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN
GARRA>WAIN SEBAGAI Z|AWI<>L FURU><D{ DALAM SURAT

KEPUTUSAN MA NO. KMA/032/SK/I'V/2006

Sistem kewarisan Islam menurut al-Qur’an sesungguhnya merupakan perbaikan
dan perubahan dari prinsip hukum waris yang berlaku di negeri arab sebelum Islam,
dengan sistem kekluargaannya yang patrileneal. Pada dasarnya sebelum Islam telah
dikenal tiga prinsip pokok dalam hukum waris, yaitu:

1. Anggota keluarga yang berhak mewaris pertama adalah kaum kerabat laki-laki
dari pihak bapak yang terdekat atau disebut ‘a{sabah{.

2. Pihak perempuan dan anggota keluarga dari garis ibu, tidak mempunyai hak
waris.

3. Keturunannya yaitu anak, cucu, canggah, pada dasarnya lebih barhak mewaris
dari pada leluhur pewaris, yaitu ayah, kakek, maupun buyutnya.

Setelah Islam datang, al-Qur’an membawa perubahan dan perbaikan terhadap
tiga prinsip di atas sehingga pokok-pokok hukum waris Islam dalam al-Qur’an
sebagaimana ditentukan dalam surat An-Nisa>‘: 7, 8, 11, 12, 33, dan 176, surat al-
Ahzab: 6, surat al-Anfal: 75.

Dari beberapa ayat tentang pokok-pokok kewarisan di atas, khususnya ayat 11

yang menjelaskan tentang kewarisan ayah dan ibu ketika tidak ada anak mempunyai

64
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peran penting dalam ketentuan pembagian waris Garra>wain yang telah tertuang
dalam Buku II (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama)
keputusan MA, yaitu dalam pembagiannya ayah mendapat bagian 1/3 fard} dan ibu
juga mendapat bagian 1/3 fard}. Pertimbangan ini berdasarkan ketentuan yang ada
dalam Pasal 177 KHI jo SEMARI Nomor 2 Tahun 1994, sedangkan bagian ibu
mendapat 1/6 bagian bila pewaris mempunyai anak atau keturunan, atau pewaris
mempunyai dua orang atau lebih saudara (sekandung, seayah, seibu) mendapat
1/3 jika pewaris tidak meninggalkan anak atau keturunan atau pewaris
meninggalkan satu orang saudara (sekandung, seayah, seibu).

Keputusan Mahkamah Agung dalam pembagian waris Garra>wain di atas,
yaitu bagian ayah dan ibu sesuai dengan kelompok ahli waris 2awi>| furu>d yang
tertuang dalam Buku II. Dan juga menjadikan bagian ayah tidak termasuk dalam
kelompok ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya (‘as{abah). Ketentuan tersebut
tidak tepat, karena tidak sesuai dengan ayat dalam al-Qur’an surat an-Nisa>’:11.
Keputusan ini tidak lain berdasarkan pertimbangan MA dalam menetapkan bagian
ayah dan ibu sesuai keadilan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Hal ini juga
tidak lepas dari tujuan pembentukan Buku II, khususnya dalam bidang ini yang
bermuara pada terciptanya kepastian hukum bagi para pencari keadilan di lingkungan
peradialan agama. Oleh karena itu, MAhkamah Agung menyatakan agar dalam
melaksanakan tugas-tugas sehari-hari yang dilakukan oleh penegak hukum

terwujudnya ketentuan-ketentuan yang mantap, jelas dan tegas.
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Adapun analisis yang akan dibahas pada bab ini adalah tentang ketentuan
Garra>wain sebagai 2awi>| furu>d{. Untuk itu sebelum menuju pada titik kajian
analisis ini. Agar lebih spesipik dan sistematis dalam pembahasan ini akan
menganalisa beberapa hal yang berkiatan dengan ketentuan Garra>wain diatas, yaitu:

mengenai bagian ayah, bagian ibu dalam pembagian harta waris.

1. Bagian Ayah

Sebelum melangkah kepada persoalan fard} 1/3 bagi ayah, perlu kiranya
dikemukakan di sini bagian yang mungkin diterima ayah dalam pembagian
warisan. Dalam fikih mawaris, ayah mendapatkan 1/6 (seperenam) dari tirkah
muwarris, jika ia mewarisi bersama sama dengan anak laki-laki. Namun, jika
menjadi ahli waris tidak bersama sama dengan anak (baik laki-laki maupun
perempuan) ia akan mendapatkan hak warisan dengan jalan ‘as{abah (al-Nis>a’
11).

Permasalahan yang timbul kemudian adalah bagaimana kewarisan ayah
apabila bersama seorang anak perempuan atau lebih. Hal ini perlu diperhatikan,
mengingat ayah tidak mungkin hanya diberikan fard} 1/6, karena ia di samping
menerima fard} juga termasuk ahli waris penerima ‘as{abah yang dapat
menghijab semua ahli waris selain anak dan ibu. Meskipun demikian, ayah juga
tidak mungkin diberikan ‘as{abah secara lansung, karena ada anak (perempuan)
di mana berdasarkan petunjuk nas{ ayah harus menerima fard{ 1/6 (seperenam).

Dalam menghadapi persoalan ini, ulama mengambil jalan tengah, yaitu dengan
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memberikan fard{ 1/6 (seperenam) terlebih dahulu kepada ayah. Jika setelah itu
masih ada harta yang tersisa, maka sisa tersebut harus diberikan kepada ayah
(tanpa melalui proses radd kepada seluruh ahli waris selain kepada suami atau
istri).!

Tindakan seperti itu diberlakukan mengingat ayah ketika menerima secara
‘astabah ada kemungkinan tidak mendapatkan warisan jika harta semuanya telah
dihabiskan oleh penerima fard} atau karena berdasarkan komposisi ahli waris
yang ada terpaksa diberlakukan aul. Oleh sebab itu, tindakan memberikan fard}
1/6 (seperenam) terlebih dahulu manakala ada anak perempuan merupakan
perlindungan dari kemungkinan ayah tidak mendapatkan warisan sama sekali.
Dengan demikian, dalam fikih mawaris ayah bisa menerima warisan dalam tiga
keadaan, yaitu menerima fard} 1/6 jika yang meninggal mempunyai anak laki-laki
atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, ‘as{abah jika yang meninggal tidak
mempunyai keturunan, atau fard}{ 1/6 ditambah ‘as}abah, jika yang meninggal
hanya mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki
apabila harta memang mencukup dan tidak terjadi proses aul. Apabila terjadi
proses aul, ayah hanya bisa menerima fard} 1/6 saja dan bagiannya pun ikut
mengecil seiring terjadinya aul tersebut.

Dengan demikian, masalah kewarisan ayah dalam fikih mawaris menurut
kalangan ulama Usul al-Figh masuk dalam kategori Mawad{l’ al-Ittifa>q dalam

arti sudah menjadi pemahaman ulama’ kebanyakan, namun sepertinya tidak

! Addys aldizar dan Fathurrahman, Hukum Waris, h. 167
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demikian di Indonesia, khususnya bagi ulama yang tergabung sebagai tim
perumus KHI yang dalam pembahasan ini menjadi landasan hukum MA dalam
Buku II. Bagi mereka masih mungkin dilakukan ijtihad, sehingga tiga
kemungkinan ayah dalam menerima warisan hanya menjadi dua, yaitu ayah
mendapat bagian 1/6 jika pewaris mempunyai anak, dan mendapatkan 1/3 jika
pewaris tidak mempunyai anak.

Menurut penulis, letak kejelasan ayat tersebut menunjukkan bahwa bagian
ayah ‘as}abah bukan 1/3 fard{, bisa ditelusuri dari alur ayat itu sendiri yang
secara rinci yang mengatakan bagian ayah dan ibu masing-masing 1/6. Memang
ketika menyebutkan masing-masing 1/6 tidak menambahkan kalausul apa pun.
Hanya saja ketika Allah kemudian meneruskan dengan klausul, “Jika yang
meninggal itu tidak mempunyai anak ia diwarisi oleh ibu-ayahnya (saja), maka
bagian ibu 1/3.” Maka jelaslah fard} 1/6 itu bagi ayah dan ibu jika yang
meninggal (anaknya) mempunyai anak. Sebab jika tidak mempunyai keturunan,
Allah juga sudah menetapkan bahwa ahli warisnya adalah ayah dan ibunya (jika
keduanya masih hidup) dengan ketentuan ibu mendapatkan 1/3 bagian dari harta
yang ditinggalkan anaknya. Dengan ketentuan itu, berdasarkan metode dalala>h
igtid{a *dapat dipahami bahwa ayah menerima a{sabah{ yang bagiannya akan

disesuaikan apakah ketika itu ada suami atau istri.

? Mustafa Said Al-Khin, Atsar Al-lkhtilaf Fl al- Qawa’id al-Usuliyyah fi Ikhtilaf al-Fugaha’,
h. 136-140
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Ketidakkonsistenan alur logika istimbat hukum dalam merumuskan fard}
1/3 bagi ayah sebagai ketentuan MA dalam pembagian masalah Garra>wain, jika
pewaris tidak meninggalkan anak, karena mengabaikan doktrin dalala>h igtid{a
itu yang menegaskan bahwa jika dalam suatu ayat ada dua masalah yang satu
dijelaskan secara rinci dan yang lainnya tidak, maka yang maksud untuk yang
diabaikan penjelesannya adalah sesuatu (mugtad{a) yang bergantung kepada yang
telah dijelaskan tersebut.’ Dengan demikian maksud wa wawarisahu abawahu fi
[i Ummihi al-s\ulus\, berdasarkan dalala>h igtid{a adalah bagian ayah sisa setelah
dikurangi 1/3 bagian buat ibu. Pemahaman semacam itu juga bisa dijumpai dalam
kasus ghanimah, yaitu dalam Q. S . Al-Anfal : 41:
N /‘U ;LQ;JG W LA.J‘ |)AJ~.C|)
jft‘bl::wl/:gﬁsu‘w‘ ‘)M‘)

QJJM;&J%J&JJJ QL;.;.;:J‘&J‘

- 37 ‘/,:9,# i i _
Lendly oAl s Jamilly el

- Boo 4 [

|

e ol p5 Bk o W

Artinya: ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai
rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul,
Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil,
jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan
kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furgaan, Yaitu di hari
bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*

Ayat tersebut hanya menyebutkan kelompok yang mendapatkan bagian 1/5

dari harta Gani<mah (termasuk di dalamnya Allah dan Rasul-Nya). Sedangkan

3 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Figh, h. 150-152
* Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 267
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sisanya (4/5) setelah 1/5 secara otomatis dapat dipahami bahwa bagian itu
diperuntukkan bagi mereka yang ikut dalam peperangan. Hal ini bisa dipahami
setelah mencermati penjelesan secara detil mengenai siapa saja yang tergabung
dalam kelompok penerima 1/5. Begitu juga dengan masalah kewarisan ayah
dalam hal tidak ada anak, ketika Allah menyebutkan bagain 1/3 buat ibu secara
otomatis tidak ada pilihan lain bahwa ayah akan menerima sisanya.

Di samping itu juga penentuan fard{ 1/3 bagi ayah sebagaimana tertuang
dalam pasal 178 ayat 2 merupakan bentuk inkonsistensi perumus KHI dalam
menyikapi kasus Garra>wain antara mau menerima atau menolak. Akibatnya
terjadi sikap ambigu di satu sisi menolak doktrin Garra>wain yang memberikan
ayah ‘asabah{, namun di sisi lain memberikan ibu 1/3 sisa setelah dikurangi
bagian suami atau istri jika bersama ayah.

Ini sungguh tidak logis mengingat apabila dalam kasus Garra>wain ibu
diberikan bagian 1/3 sisa setelah dikurangi bagian suami atau istri secara otomatis
ayah akan mendapat sisanya. Dalam konteks ini sangat tidak relevan jika ayah
masih mau diberikan fard} 1/3. Sebab, jika masih ada sisa seperti dalam suatu
kasus Garra>wain di mana ahli warisnya terdiri dari istri, ibu, dan ayah, sisa
harta tidak mungkin dikembalikan kepada ayah dan ibu karena tidak sejalan
dengan filosofi fard} 1/3 sisa tersebut. Akibatnya, sisa harta (2/12) dari asal
masalah 12 setelah dikurangi bagian istri (3/12), ibu (12-3X1/3), dan ayah (4/12),
mau tidak mau harus dikembalikan kepada ayah. Itu berarti sama saja dengan

memberikan ‘as{abah kepada ayah dengan jalan yang berliku. Oleh karena itu
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penerapan radd di sini sangat tidak relevan terhadap sisa harta tersebut (2/12),
sehingga mau tidak mau harus menerima kenyataan ayah menerima’as}abah. Hal
ini berbeda dengan kasus Garra>wain di mana ahli warisnya terdiri dari suami,
ibu, dan ayah, besaran bagian yang akan diterima ayah memang setara dengan
1/3. Akan tetapi besaran itu tidak serta merta setara 1/3 andaikata ibu tidak
diberikan 1/3 sisa setelah dikurangi suami. Oleh sebab itu, sesungguhnya bagian
1/3 ayah sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1994 itu
tidak lebih dari pemberian ‘as{abah sebagaimana pernah dilakukan Umar bin
Khattab dalam kasus Garra>wain. Dalam kasus ini tidak ada kelebihan harta,
karena suami akan mendapatkan 3/6, ibu 1/6 (hasil dari 6-3X1/3), dan ayah 2/6.

Dengan demikian, fard}{ 1/3 dalam pasal 177 KHI jika dikaitkan dengan
Surat Edaran tersebut hanya sesuai dengan kasus kewarisan Garra>wain di mana
ahli warisnya terdiri dari suami, ibu, dan, dan ayah. Itu pun sebenarnya bukan
fard} 1/3, melainkan ‘as{abah yang besarnya setara dengan 1/3 fard}, karena ibu
diberikan 1/3 sisa. Pada dasarnya penjelasan tersebut rasional kalau memang ahli
warisnya hanya suami, ibu dan ayah, tetapi jika ada ahli waris lain seperti istri
maka penjelasan tersebut tidak berlaku lagi. Artinya penjelasan tersebut terlalu
kasuistik dan tidak ada penjelasan yang bersifat umum.

Berdasarkan paparan di atas, menurut jumhur wulama’ seharusnya
pembaharuan yang dilakukan di dunia Islam, khususnya dalam bidang kewarisan
harus sesuai dengan nas{ al-Qur’an maupun hadits. Akan tetapi, dalam konteks

penerapan Garra>wain yang dilakukan oleh MA dalam Buku II (Pedoman Teknis
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Administrasi dan Teknis Peradilan Agama) terhadap bagian ayah, yang masih
tetap memberlakukan bagian ayah 1/3 dengan menghilangkan kemungkinan ayah
menerima ‘as{abah. Meskipun pada dasarnya bagian ayah tersebut sesuai dengan
prosedur hukum materiil dalam Buku II, bagian ayah 1/3 ketika tidak ada anak,
juga tidak termasuk dalam kelompok ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya.’
Padahal keberadaan pasal tersebut masih menimbulkan berdebatan di kalangan
para Ulama’ dan memerlukan dasar hukum yang jelas. Dengan demikian, teknis
penerapan ini merupakan penambahan, mengingat sejauh ini tidak ada landasan

normatif yang melegitimasi bagian 1/3 ayah tersebut.

Bagian I bu

Berdasarkan ketentuan Mahkamah Agung dalam masalah Garra>wain
bahwa ibu mendapat bagian 1/3 jika pewaris tidak meninggalkan anak atau
keturunan atau pewaris meninggalkan satu orang saudara (sekandung, Seayah,
seibu). Hal ini sesuai dengan pembagian harta warisan dalam kelompok ahli waris
Z\awi>| Furu>d{, baik dalam KHI (pasal 178 ayat 1) maupun Buku II. Khusus
untuk KHI memang ada sistematika tersendiri dalam penyelesaian kasus
Garra>wain yaitu terdapat pada pasal 178 ayat 2. Namun dalam hal ini MA lebih

cenderung terhadap bagian ibu 1/3 ketika tidak ada anak, bukan 1/3 sisa.’

° Mahkamah Agung, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, h. 171-173
6 .
Ibid, h. 171
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Pendapat MA di atas sama dengan yang dipaparkan oleh Hazairin dalam
Kewarisan bilateral, HAzairin berpendapat bahwa 1/3 untuk ibu dalam Q. S. An-
Nisa>*: 12 itu adalah 1/3 harta tinggalan baik bersama suami atau istri dan bapak
maupun tidak, yang mempengaruhi pendapatan ibu hanyalah keberadaan anak’
alasannya yaitu: dengan menggunakan ilmu statistik, yaitu semua macam fard}
yang disebutkan dalam al-Qur’an itu disandarkan kepada pokok harta peninggalan
yang dibagi. Misalnya: fard} % artinya % harta peninggalan, fard} 4 artinya Y4
harta peninggalan, dan seterusnya.

Di sana terlihat angka pecahan menunjukkan perolehan masing-masing ahli
waris, dengan demikian maka tentulah 1/3 pada Q. S. An-Nisa>*:11 juga berarti
1/3 harta peninggalan. Kalau Allah menghendaki lain tentulah akan dirumuskan
dengan jelas pengeculian itu.®

Pendapat yang disampaikan oleh MA bahwa ibu tetap menerima bagian 1/3
keseluruhan harta sama halnya argumentasi Ibnu Abbas selaku pencetus pertama,
yang kemudian diikuti oleh sahabat Ali dan fugaha Syi’ah, Imamiyah, dan
Z|ahiriyah, bahwa bagian ibu dalam ayat tersebut tidak bisa diganggu gugat,
meskipun dalam menerima harta warisan bersama dengan ayah atau bersama
dengan ayah dan salah satu dari suami atau istri.

Pendapat di atas berbeda dengan mayoritas ulama’ fara>’id{. Hal ini

dipelopori oleh sahabat Umar bin Khattab, yang kemudian diikuti para sahabat,

" A. Sukris Sarmadi, Transendensi Keadilan Hukum Kewarisan Islam Transformatif, h. 96
¥ Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islamdi Indonesia, h. 138
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seperti ‘Us\man, Zaid bin s\abit, serta Ibnu Mas’ud, dan para Fuqaha’, seperti Al-
Hasan, Sufyan As-sawry, Malik, Abu Hanifah, dan Syafi’l. menyatakan bahwa
bagian ibu dalam kasus Garra>wain adalah 1/3 sisa. Karena kalau kita lihat kasus
tersebut, penyelesaiannya akan memperlihatkan bahwa ibu mendapat bagian lebih

besar dari pada ayah. Hal ini tidak benar menurut mereka, sehingga

penyelesaiannya dengan “ SUI &l . Kalau tidak ada ahli waris lain dalam

penerimaan harta warisan, hanya terdiri dari ayah dan ibu saja, maka ibu
mendapat bagian 1/3 harta peninggalan dan bapak sisanya, yaitu 2/3 harta
peninggalan. Alasan yang mereka kemukakan diantaranya adalah:
a. Dalam Q. S. An-Nisa>‘: 11 itu berarti ibu mendapat bagian 1/3 harta
peninggalan ialah kalau hanya ibu dan bapak yang mewarisi pewaris.
b. Hadits Ibnu Abbas dengan riwayat imam Bukhari,”bahwa makna dari “rajulin
2\akarin” diartikan kerabat laki-laki yang terdekat yaitu ayah.'®
Dalam kasus ini memang keseimbangan bagian antara ayah dan ibu dalam
menerima harta warisan benar-benar terwujud, diantara mereka tidak ada yang
melebihi antara satu dengan yang lainnya. Namun demikian, argumentasi yang
disampaikan oleh MA yang terdapat dalam Buku II terhadap bagian ayah 1/3,

selama ini tidak ada landasan normatif yang menguatkan pendapat tersebut.

? Hadits tersebut sama dengan hadits yang terdapat pada halaman 27
1 Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Isamdi Indonesia, h. 137
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Kalaupun memang bisa dipertanggungjawabkan dalam aturan hukum syara’
bahwa dalam kasus Garra>wain yang diterapkan oleh MA, ayah mendapat
bagian 1/3 dan ibu mendapat bagian 1/3. Menurut jumhur Ulama’ hal ini masih
tetap bertentangan dengan doktrin kewarisan seperti yang sudah berjalan selama
ini, yaitu bagian waris laki-laki dan perempuan dua berbanding satu. Oleh karena
itu, ijtthad yang ditawarkan oleh sahabat Umar bin Khattab lebih relevan bila
diterapkan dalam masalah ini.

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung No. KMA/032/SK/IV/2006.
pembagian terhadap ketentuan bagian waris ayah dan ibu merupakan pembagian
yang bersifat subyektif apabila ditinjau dari segi keadilan. Dalam hal ini MA
mensamaratakan bagian ayah dan ibu dalam perolehan saham (1:1). Padahal teori
yang dimiliki Islam di dalam pembedaan antara bagian laki-laki dan perempuan
dalam pembagian harta warisan adalah teori ekonomi murni, yaitu teori yang
dibangun di atas prinsip “bahwa laki-lakilah yang bertanggungjawab atas urusan
keluarga dan dia pulalah yang menyandang beban nafkah . Maka kalau Islam
memberikan perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan itu adalah puncak
kebijaksanaan dan keadilan."'

Menurut Al-Sya’rawi bahwa laki-laki mempunyai bagian satu, sedangkan
perempuan setengahnya itulah keadilan. Sebab laki-laki kalau istrinya meninggal
dunia, kemudian nikah lagi, ia tetap memberi nafkah kepada istrinya yang baru.

Sedangkan perempuan yang ditinggal mati suaminya, ia mendapat harta waris dan

"' Said Abdul Aziz Al-Jandul, Wanita di Antara Fitrah, Hak dan Kewajiban, h. 18
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kalau nikah lagi dapat sesuatu dari suami yang baru.'” Selanjutnya beliau
menjelaskan, bagian waris laki-laki pada gilirannya juga akan kembali kepada
pihak perempuan (istri), baik disengaja maupun tidak, namun kenapa Allah
mengkhususkan bagian ini (setengah dari laki-laki) pada perempuan? Hal ini
disebabkan posisi perempuan yang tidak akan terhindar dari dua kemungkinan,
pertama apabila dia belum menikah, maka mampu menghidupi dirinya dengan
bagian dari warisan, kedua jika dia sudah berumah tangga, maka bagian ini adalah
anugrah dari-Nya."? Di samping itu, bagian perempuan separuh dari bagian laki-
laki karena perempuan kalau tidak bersuami, maka bagian itu untuk hidup sendiri.
Kalau bersuami pun bagian itu untuk dirinya sendiri. Tetapi laki-laki yang
mempunyai istri wajib memberi nafkah pada istrinya.'*

Perlu diketahui bahwa Al-Sya’rawi dalam menafsirkan ayat 11 Surat An-
Nisa>‘ masih menggunakan pendekatan konvensional yang tekstual. Menurut
Istibsyarah Sebenarnya ayat ini dapat dipahami dalam konteks yang lebih luas
dengan melihat lebih luas dengan melihat lebih jauh terhadap latar belakang
kondisi sosiologis mayarakat saat itu. Latar belakangnya adalah, mereka para
perempuan dalam masyarakat arab tidak memeliki hak apa pun terhadap harta
warisan. Bahkan dalam kondisi ekstrim jahiliyah mereka justru menjadi harta
warisan ketika suami mereka meninggal. Untuk mengubah kondisi itu, Al-Qur’an

mendobrak tradisi arab yang sangat diskriminatif itu menuju tatanan masyarakat

2 Istibsyarah, Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya’rawi h. 84-85
" Ibid, h. 87
“1bid, h. 86



77

yang lebih berkeadilan dengan memberikan hak kepada perempuan atas warisan
setengah dari bagain laki-laki. Tentu saja, angka perbandingan 2:1 itu dengan
mempertimbangkan kondisi psikologis masyarakat arab.

Dengan melihat latar belakang itu, ayat tentang pembagian warisan harus
dibaca sebagai proses awal menuju kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan,
sehingga pada saat yang telah memungkinkan, bukan suatu yang bertentangan
dengan nas{ jika perempuan diberikan bagian lebih dari setengah bagian laki-
laki. Namun, perubahan tersebut harus dengan jalan musyawarah antara mereka
yang mendapat bagian waris, tetapi apabila ada yang belum balig, musyawarah
tidak diperkenankan. Dengan demikian, perubahan tersebut tidak berarti merubah
taks Al-Qur’an."

Selain itu, menurut Amina Wadud jika merujuk kepada pelebihan yang
ditunjukkan dalam warisan, bahwa Allah telah menetapkan untuk laki-laki bagian
yang lebih besar dari pada bagian perempuan, maka pelebihan itu (meterialistis)
seperti ini juga tidak bersifat mutlak. Hubungan ini karena ada syarat lain, yaitu
mereka menafkahkan harta mereka (untuk membiayai hidup perempuan). Jadi ada
hubungan timbal balik antara hak istimewa dan tanggung jawab. Karen itu,
mereka diberi bagian waris dua kali lipat. Akan tetapi tidak semua laki-laki lebih
baik dari pada semua perempuan dalam segala hal. Kelebihan tersebut hanya
dalam hal-hal tertentu. Demikian juga, sebagian perempuan lebih baik dari pada

sebagian laki-laki dalam beberapa hal. Jadi, kelebihan apa pun yang diberikan

5 1bid, h. 88-89
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Allah tidaklah bersifat absolut. Meskipun demikian, setidaknya Amina Wadud
mengakui adanya konsep 2:1 terhadap bagian laki-laki dengan perempuan,
sebagai bentuk tanggung jawab memberi nafkah.'

Menangapi itu semua, pada dasarnya Islam benar-benar sangat pemurah lagi
toleran karena perempuan terbebas dari beban perekonomian, lalu setelah itu
Islam masih memberikan bagian separoh harta waris kepada perempuan dari
bagian yang diterima laki-laki. Jadi, tidak ada ruang menuntut persamaan bagian
dalam pembagian harta wrisan dan tidak juga ada tempat untuk dikatakan bahwa
hal itu mengandung penghinaan terhadap kemanusiaan atau kedudukan
perempuan, serta tidak ada artinya pula memojokkan Islam dalam masalah itu dan
menjadikan masalah warisan sebagai sarana untuk menuduh bahwa pembagian
yang seperti itu merendahkan martabat perempuan.

Sesungguhnya pembedaan bagian harta warisan antara laki-laki dan
perempuan itu tidak pada setiap keadaan, karena Al-Qur’an telah menetapkan
persamaan hak bagian harta warisan pada bagian ibu dan ayah apabila ada anak
(Q. S. An-Nisa>‘: 11). Demikian pula kesamaan bagian antara saudara laki-laki
dan saudara perempuan seibu jika saudara laki-laki itu tidak mempunyai asal
(ayah dan seterusnya ke atas) atau fara’ (anak laki-laki ke bawah) pewaris, maka

masing-masing berhak menerima 1/6 harta waris. Kalau saudara seibu itu lewibh

' Amina Wadud, Qur’an Menurut Perempuan Membaca Kembali Kitab Dengan Semangat
Keadilan, h. 122-123
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dari dua orang, maka mereka semua mendapat bagian yang sama dari 1/3 bagian
harta warisan, baik laki-laki maupun perempuan (Q. S. An-Nisa>‘: 12).

Yang jelas, bahwa ada beberapa kondisi yang tidak merealisasikan
persamaan hak bagian laki-laki dan perempuan. hal ini terjadi karena ada
tanggung jawab memberi nafkah, yaitu tanggung jawab yang dipikulkan di atas

pundak laki-laki, bertolak pada ga>’idah syar’iyah :

e A
Artinya: “resiko itu menyertai manfaat™*’

Maksudnya adalah bahwa seseorang itu diberi sesuai dengan
tanggungjawabnya, atau tanggungjawabnya itu sesuai dengan apa yang diberikan
padanya. Pendapat seperti ini juga diungkapkan oleh amina wadud dalam
paragraph sebelumnya. Maka dari itu, tidak adil kalau perempuan diberi sebesar

bagian laki-laki.'®

'7 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, h. 133
'8 Said Abdul Aziz Al-Jandul, Wanita di antara Fitrah, Hak dan Kewajiban, h. 19-20
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PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari gambaran permasalahan yang telah dipaparkan dan dibahas pada bab
sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang lahirnya ketentuan Garra<wain sebagai 2awi<| furu<d{
dalam Surat Keputusan MA No: KMA/032/SK/IV/2006. untuk mewujudkan
kepastian hukum dan terciptanya keadilan, yaitu kesamaan saham bagian ayah
dan ibu tersebut dengan melihat sosiologis masyarakat arab dahulu dengan
sosiologis masyarakat di Indonesia yang jauh berbeda. Sehingga, bukan suatu
yang bertentangan dengan nas{ jika perempuan diberikan bagian sama atau
lebih dari setengah bagian laki-laki. Oleh karena itu, MA memutuskan teknis
Garra<wain yang berbeda dengan sistem yang ditawarkan Umar bin Khattab
dan Ibnu Abbas.

2. Sistem pembagian Garra<wain dalam keputusan MA: Pertama, ahli wareis
terdiri dari duda, ayah dan ibu. Suami memperoleh 1/2 , ayah 1/3, ibu 1/3,
karena bagian warislebih dari nilai 1 (satu), maka dilakukan ‘aul. Kedua,
ahli waris terdiri dari janda, ayah dan ibu. Istri memperoleh 1/4, ayah 1/3,

ibu 1/3, sisanyadi radd kepada ayah dan ibu berbagi sama.

81
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3. Putusan Mahkamah Agung apabila ditinjau dari hukum Islam menurut
pendapat mayoritas ulama’ fara<d}iyun bahwa:

a. Bagian ayah 1/3 tidak mempunyai landasan normatif, sedangkan bila
ditinjau dengan Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 1994, hanya sesuai
dengan ketentuan Garra<wain yang ahli warisnyaterdiri dari suami, ayah,
dan ibu. Itu pun sebenarnya bukan 1/3 fard}, melainkan ‘as{abah yang
besarnya setara dengan sepertiga, seandainyaibu diberikan 1/3 sisa.

b. Bagian ibu 1/3 sesuai dengan pemikiran lbnu Abbas maupun Hazairin,
wal aupun bersama dengan ayah dan suami atau istri. Namun ketentuan ibu
tersebut akan melebihi bagian ayah dalam penerimaan saham. Pembagian

seperti ini tiadak sesual dengan kandungan nas{ yang dipergunakan oleh

mayoritas ulama’(CpsY) L= | STIU).

c. Dilihat dari segi hukum Islam menurut jumhur Ulama’ bahwa ketentuan
bagian ayah dan ibu tidak sesuai dengan aturan syara’. Seandainya ada
landasan normatif, maka akan terwujud keadilan yang berimbang antara
bagian ayah dan ibu (1:1). Namun hal ini menurut jumhur ulama’ tidak
diperbolehkan karena menyalahi aturan syara’ (2:1).

Dengan demikian tampak bijaksana dan adil, bila para ahli waris ingin
mensetarakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam pebagian waris

(1:1), dengan jalan musyawarah dan kerelaan di antara mereka setelah di bagi

sesual dengan aturan hukum Islam (2:1).
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B. Saran-Saran
Dari apa yang penulis paparkan mulai awa hingga akhir penulisan skripsi
ini penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk menerapkan hukum Islam dengan baik dan benar, khususnya
menyelesaikan setiap perkara kewarisan tentunya bagi Mahkamah Agung,
lembaga peradilan, dan masyarakat tidak boleh melenceng dari ketentuan-
ketentuan a-Qur’an dan al-Hadits, meskipun dalam perkembangan zaman,
Islam tetap dituntut dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang
aktual, sehingga kebijaksanaan dalam menentukan suatu hukum dapat
berjalan sesuai dengan masyarakat umum.

2. Keadilan adalah suatu yang abstrak dan sulit untuk diterapkan, namun setiap
peradilan, dan masyarakat umum harus berusaha dengan semaksimal mungkin
dalam menegakkan hukum, karena segala sesuatu yang diputuskan oleh

seseorang akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah SWT.
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